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MOTTO 
 
 
“ Bahagia itu satu ketika kulihat senyuman manis nan indah di balik orang-orang 
yang tersayang.” 
“ Keberhasilan tak akan melupakan pengorbanan yang begitu berat dan sulit”. 
“Dan sesungguhnya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya.Dan, sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan 
kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan paling 
sempurna”. 
( QS. An-Najm: 39-41) 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan Pegadaian yang semakin meningkat dari kurun waktu ke 
waktu.Ini dapat dilihat dari eksistensi dari Pegadaian Syariah yang begitu banyak 
mengeluarkan produk pinjaman yang banyak masyarakat minati. Selain itu dilihat 
dari jumlah asset pegadaian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,72 
triliun, lalu pendapatan usaha meningkat sebesar 1,09 triliun dan laba bersih 
meningkat sebesar 0,18 triliun.Dengan adanya peningkatan tersebut maka peneliti 
ingin mengetahui bagaimanakah mekanisme dari produk pemberian pinjaman 
yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah , apakah sudah sesuai dengan aturan 
syariah islam atau masih ada unsure konvesional didalamnya. 
Dalam penelitian ini mencakup bebrapa hal diantaranya dilihat dari akad 
yang digunakan, barang jaminan, pemanfaatan dana yang didapat oleh nasabah 
dari Pegadaian, sistem dan prosedur dari produk pemberian pinjaman yang 
ditawarkan, dan penjualan atau pelelangan dari barang marhun. Semua hal itu 
akan dihubungkan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI 
mengenai Rahn. 
Kata kunci : Mekanisme Produk Pemberian Pinjaman, Pegadaian Syariah, Fatwa 
DSN-MUI 
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ABSTRACT 
 
The progress of the Pawnshop is increasing from time to time. This can be 
seen from the existence of the Pawnshops of Shariah so much issuing 
loannproducts that many people are interested in. In addition, the number of 
pawnshop assets in 2015 increased by 3.72 trillion, then business income 
increased by 1.09 trillion and net profit increased by 0.18 trillion.With these 
improvements, the researchers wanted to know how the mechanism of lending 
products issued by Sharia Pawnshops, whether it is in accordance with the rules of 
Islamic sharia or there is still conventional elements in it. 
 In this study, some of them are seen from the contracts used, the 
collateral goods, the utilization of funds obtained by the customers from the 
Pawnshop, the system and procedures of the lending products offered, and the sale 
or auction of the goods marhun. All of those things will be related to the 
provisions that have been issued by DSN-MUI regarding Rahn. 
 
Keywords: Product Lending Mechanism, Sharia Pawnshop, DSN-MUI Fatwa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan lembaga keuangan non bank saat ini begitu pesat, salah satu 
lembaga keuangan non bank yang menunjukkan eksistensinya sampai sekarang 
adalah Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga yang ditunjuk oleh 
pemerintah untuk membantu kebutuhan financial bagi masyarakat dengan cara 
gadai. Eksistensi pegadaian ini dapat dilihat dari perkembangan dari produk 
pegadaian yang mengalami variasi dari tahun ke tahun.Selain itu, pegadaian saat 
ini bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan namun telah berkembang menjadi 
salah satu solusi bisnis bagi masyarakat melalui produk dan layanan yang 
diberikan.Perkembangan ini dapat dilihat dari minat masyarakat yang 
menggunakan layanan dari pegadaian juga semakin meningkat. 
Eksistensi pegadaian juga ditunjukan dengan munculnya inovasi dari PT. 
Pegadaian merilis Pegadaian dengan sistem syariah.munculnya pegadaian dengan 
sistem syariah ini juga merupakan cara dari PT.Pegadaian dalam memuaskan 
masyarakat yang kebanyakan adalah muslim. Kemunculan Pegadaian Syariah ini 
dapat diterima oleh kalangan masyarakat.ini dapat dilihat dari nasabah yang mulai 
meningkat dari tahun ke tahun di Pegadaian Syariah. 
Menurut laporan yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian pada tahun 2014 dan 
2015, perkembangan Pegadaian didukung oleh salah satu jumlah nasabah yang 
berminati dari produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian. Jumlah nasabah 
pada salah satu produk yang ditawarkan Pegadaian Konvensional pada tahun 2014 
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sebanyak 2.397.469 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 6.543.899 orang. Dari 
data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya minat dari masyarakat terhadap 
produk di pegadaian lumayan besar.Sedangkan pada produk Pegadaian Syariah 
juga memiliki peningkatan yang lumayan besar.Walaupun, produk pegadaian 
syariah saat ini baru berkembang. Pada salah satu produk yang sama dengan yang 
ditawarkan oleh pegadaian konvensional, jumlah nasabah yang berminat pada 
produk Pegadaian Syariah di tahun 2014 sebanyak 577.273 orang, sedangkan di 
tahun 2015 sebanyak 823.980 orang. Dari peningkatan tersebut dapat disimpulkan 
bahwasanya produk dari Pegadaian Syariah sudah mulai diminati oleh 
masyarakat. Walaupun jumlah nasabah Pegadaian Konvensional lebih besar dari 
Pegadaian syariah( Laporan Keuangan Pegadaian 2014 dan 2015 ). 
Sedangkan data laporan keuangan yang terbitkan oleh PT. Pegadaian 
perkembangan dari sisi rasio keuangan dan kinerja operasional dari Pegadaian 
mengalami kenaikan dari waktu ke waktu atau melebihi target yang sudah 
ditentukan. Ini dapat dilihat dari sisi peyaluran dananya pada tahun 2014 yaitu 
sebesar 102,59 triliun dan di tahun 2015 sebesar 112,75 triliun. Dari angka 
tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,16 triliun. Kemudian, dilihat dari sisi 
jumlah asset yang dimiliki oleh PT.Pegadaian pada tahun 2014 sebesar 35,44 
triliun dan pada tahun 2015 sebesar 39,16 triliun. Jumlah asset dari tahun 2014 ke 
2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,72 triliun, meskipun tidak begitu 
banyak namum penambahan jumlah asset ini merupakan salah satu hal yang 
penting bagi Pegadaian. Selain peningkatan dari penyaluran dana pinjaman dan 
jumlah asset yang dimiliki pegadaian, peningkatan ini juga didukung oleh laba 
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bersih yang juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2014 sebesar 1,76 triliun 
dan pada tahun 2015 sebesar 1,94 triliun( Laporan Keuangan Pegadaian Tahun 
2015 dan 2014 ). 
Selain data diatas di dalam laporan yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian 
terdapat laporan keuangan pada Unit Usaha Syariah meunjukkan beberapa 
peningkatan. Dilihat dari sisi jumlah asset yang dimiliki pada tahun 2014 sebesar 
3,398,573 triliun, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 3,860,495 triliun. Dari 
angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah asset yang cukup 
lumayan besar yaitu sebesar 461,921 milyar.Selain dilihat dari jumlah asset yang 
dimiliki, perkembangan dari Pegadaian Syariah juga dilihat dari sisi laba bersih. 
Pada tahun 2014 laba bersih yang diperoleh yaitu sebesar 191,65 milyar dan pada 
tahun 2015 sebesar 243,43 milyar. Dari angka tersebut terjadi kenaikan yang 
cukup lumayan yaitu sebesar 51,78 milyar. Perkembangan unit syariah dapat 
dilihat dari sisi peninngkatan jumlah asset dan laba bersih( Laporan Keuangan 
Pegadaian Tahun 2015 dan 2014). 
Keputusan PT.Pegadaian yang mulai meluncurkan sistem syariah atau disebut 
dengan Pegadaian Syariah membuat banyak masyarakat yang bertanya-tanya 
tentang produk yang di keluarkan oleh Pegadaian Syariah.Pegadaian Syariah itu 
sendiri adalah pegadaian yang menjalankan sistem operasionalnya dengan 
menggunakan prinsip syariah.Pegadaian Syariah menggunakan prinsip ijaroh atau 
sewa tempat sedangkan Pegadaian Konvensional menggunakan sistem bunga, 
inilah yang menjadi tolak ukur perbedaan dari kedua Pegadaian ini.Maka dari itu, 
Pegadaian Syariah diatur oleh fatwan DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. 
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Fatwa ini digunakan untuk mengatur segala bentuk operasional yang ada di 
Pegadaian Syariah agar sesuai dengan tujuannya yaitu sesuai dengan prinsip 
syariah(Hadiana:2015). 
Dapat disimpulkan dari data laporan diatas bahwasannya PT. Pegadaian mulai 
menggunakan sistem syariah dikarenakan minat dari masyarakat yang lumayan 
besar dalam menggunakan produk dengan sistem syariah. Selain dilihat dari 
nasabah yang menggunakan produk tersebut juga dapat dilihat dari mayoritas 
masyarakat yang rata-rata muslim. Walaupun  produk di Pegadaian Konvensional 
sudah banyak diminati dan memumpuni untuk  ditawarakan oleh masyarakat. 
Akan tetapi karena mayoritas masyarakat adalah muslim banyak dari mereka yang 
mulai melirik produk yang berbasis syariah atau sesuai dengan hukum islam. Dari 
situlah PT. Pegadaian mulai mempunyai inovasi untuk meluncurkan Pegadaian 
dengan sistem syariah atau lebih dikenal dengan Pegadaian Syariah.Dengan 
munculnya Pegadaian Syariah ini, PT. Pegadaian juga mulai mengeluarkan 
produk yang berbasis syariah.kemunculan produk ini sepertinya disambut baik 
oleh masyarakat ini ditunjukkan dari jumlah nasabah dari salah satu produk yang 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Dari uraian diatas jika dilihat dari pertumbuhan nasabah terhadap produk yang 
ditawarkan oleh masing-masing Pegadaian, baik Pegadaian Konvensional  
maupun Pegadaian Syariah mengalami peningkatan. Walaupun untuk Pegadaian 
Syariah tidak begitu besar seperti di Pegadaian Konvensional akan tetapi jumlah 
tersebut sudah termasuk besar bagi Pegadaian Syariah yang baru berkembang saat 
ini. Dari perkembangan jumlah nasabah tersebut berkaitan dengan produk yang 
5 
 
 
 
ditawarkan oleh masing-masing Pegadaian. Maka dari itu penulis memilih judul “ 
Analisis Mekanisme Produk Pemberian Pinjaman di Pegadaian Syariah”. Guna 
mengetahui bagaimana mekanisme dari masing-masing produk yang ditawarkan 
dan apakah untuk produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan 
syariah islam atau tidak.  
 
1.2.Identifikasi Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi 
masalah dalam penelitian ini yaitu munculnya produk dari Pegadaian Syariah 
yang didukung dengan peningkatan jumlah nasabah yang begitu baik dari waktu 
ke waktu.Padahal, produk dari Pegadaian Konvensional sudah lama dikenal dan 
ditawarkan kepada masyarakat daripada produk Pegadaian Syariah saat 
ini.Dengan perkembangan produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah dan 
minat nasabah yang semakin meningkat perlu adanya pengawasan terhadap 
mekanisme produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah khususnya.Yang 
dapat dilihat dari kesesuain antara mekanisme yang dijalankan dengan fatwa 
DSN-MUI yang engatur tentang rahn khususnya. 
 
1.3.Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah pada obyek yang akan di 
teliti maka perlu adanya batasan masalah yaitu mengenai mekanisme produk 
pemberian pinjaman di pegadaian syariah. 
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1.4.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka 
yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah mekanisme produk di Pegadaian Syariah Unit Ngabean? 
2. Bagaimanakah mekanisme produk di Pegadaian Syariah Unit Ngabean sudah 
sesuai dengan ketentuan DSN-MUI No.25/III/2002?  
 
1.5.Tujuan Penelitian 
Berdasarakan rumusan diatas, maka diperoleh tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari masing-masing 
produk pemberian pinjaman khususnya pada pegadaian syariah.  
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme produk yang 
ditawarkan oleh Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Unit 
Ngabean dan Pegadaian Syariah Unit Klaten yang telah dilaksanakan dengan 
ketentuan DSN-MUI. 
 
1.6. Manfaat Penulisan 
Banyaknya penelitian yang dilakukan di Pegadaian Konvensional membuat 
masyarakat lebih memahami apa yang ditawarkan oleh konvensional daripada 
syariah. Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil 
manfaatnya salah satunya adalah memberikan pandangan tentang produk-produk 
pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah.Sedangkan, untuk para akademisi atau 
mahasiswa dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan penelitian yang 
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sejenis dan dapat menambah wawasan tentang mekanisme produk pembiayaan 
yang ada baik di Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.Serta lebih 
menekankan pada pengetahuan para akademisi bahwasannya pemberian pinjaman 
atau pembiayaan juga di tawarkan di Pegadaian Syariah. 
 
1.7.Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk 
memperkuat judul penelitian yang diambil oleh peneliti dan 
masalah yang ingin diteliti, dan terdapat penelitian terdahulu 
yang relevan dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti 
saat ini. 
BAB III : METODE PENILITIAN 
Bab ini berisi desain dari penelitian, subyek atau tempat yang 
dijadikan penelitian, tekhnik pengumpulan data, dan tekhnik 
analisis data. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, 
hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang 
didapatkan. 
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BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian 
yang dilakukan dan saran kepada tempat penelitian dan 
peneliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Tinjauan Umum Pegadaian Syariah 
Landasan teori ini membahas tentang pegadaian syariah. Pegadaian 
merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam perihal 
penyaluran pembiayaan dengan cara pemberian barang jaminan kepada pihak 
Pegadaian sebagai barang tangguhan. Pegadaian saat ini ada dua macam layaknya 
dengan perbankan saat ini, yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian 
Syariah.Perkembangan munculnya Pegadaian Syariah itu sendiri didukung oleh 
keadaan lingkungan saat ini. Banyaknya masyarakat muslim mendorong untuk 
berdirinya Pegadaian Syariah ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah islam. 
Pendirian Pegadaian Syariah ini muncul karena Peraturan Pemerintah No. 10 
Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) 
menjadi Peraturan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat 1a menyebutkan 
Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk mahan 
praktek menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari 
Perum Pegadaian adalah terdapat pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek 
ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya (Sholikhul, 2003:43). 
Gadai menurut pasal 1150 Undang-undang Hukum Perdata, “ Gadai adalah 
suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak 
yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain 
atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk 
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mengambil pelunasan dari benda atau barang tersebut didahulukan daripada 
orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk 
melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 
yang digadaikan tersebut” ( Sholikhin, 2003: 17). 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai ada 
beberapa unsure yang harus dipenuhi, antara lain: 
a. Gadai akan diberikan terhadap barang bergerak. 
b. Gadai dapat dikeluarkan apabila ada si pemberi gadai atau Rahin. 
c. Gadai memberikan hak penuh kepada si penerima gadai atau Murtahin atas 
barang yang di berikan oleh pemberi gadai atau rahin sebagai pelunasan atas 
hutang yang diberikan. 
d. Gadai memberikan keweangan kepada si penerima gadai atau murtahin untuk 
melakukan pelelangan atas barang gadai atau marhun,  jikalau si pemberi 
gadai atau rahin tidak dapat melunasi hutangnya. 
Sedangkan, Gadai dalam islam sering disebut dengan istilah Rahn. Dalam 
istilah fiqih dikenal dengan istilah Ar-rahn, Ar-Rahn adalah suatu akad transaksi 
pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan sebagai syarat untuk 
mengajukan pinjaman. Sedangkan menurut etimologi, Rahn berarti tetap, kekal , 
dan jaminan (Sumar‟in, 2012:43). Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan 
sesuatu atau benda yang memiliki nilai, menurut pandangan syara‟ sebagai 
tangguhan hutang atau jaminan atas pinjaman yang diberikan, karena dengan 
adanya tangguhan atau jaminan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat 
diterima (Sholikhul, 2003:50-51). 
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Selain itu, ada beberapa pendapat dari beberapa ulama tentang rahn. Salah 
satunya, yaitu Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Rahn sebagai akad atau 
perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai 
kepercayaan/penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak 
menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya 
(Sumar‟in, 2012:42). Sedangkan, menurut Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam 
kitabnya Fathul Wahhab mendefiniskan rahn adalah benda yang bersifat harta 
dijadikan salah satu bentuk kepercayaan atas hutang yang diperoleh dan dapat 
dijadikan pembayaran atas hutang yang tidak dapat dibayarkan (Sholikhul, 
2003:51). 
Berdasarkan uraian pengertian rahn yang telah disampaikan oleh para ulama 
diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya, Rahn adalah akad atau perjanjian 
hutang piutang yang menggunakan suatu barang berharga yang mempunyai nilai 
sama dengan pinjaman atau hutang yang dijadikan sebagai barang jaminan atas 
hutang atau pinjaman yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan apabila orang 
yang berhutang tidak dapat mengembalikan hutangnya sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan maka orang yang meminjamkan pinjaman atau orang yang 
mempunyai piutang dapat menjual atau melelang atas barang yang dijadikan 
jaminan. Semua itu diperbolehkan karena barang yang dijadikan jaminan sudah 
menjadi hak dari orang yang meminjamkan sejumlah uang atau pijaman 
tersebut(Sumar‟in, 2012:42). 
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2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak  
Para pihak maksudnya penerima dan pemberi gadai memiliki hak dan 
kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi supaya bertanggung jawab, hak 
dan kewajiban dari pemberi gadai dan penerima gadai yang disampaikan oleh 
Dahlan(dalam Sholikhul,2003:23-25) : 
a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 
1)  Hak Pemegang Gadai 
Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila 
pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak 
dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil 
penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi utang 
pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya, pemegang gadai berhak 
mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untk menjaga 
keselamatan barang jaminan, dan selama utangnya belum dilunasi, maka 
pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh 
pemberi gadai. 
2) Kewajiban Pemegang Gadai 
Adapun kewajiban dari pemegang gadai atau barang gadai bertanggung jawab 
atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika semua itu 
terjadi atas kelalaian dari pemegang gadai, pemegang gadai tidak 
diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk 
kepentingan pribadi, dan pemegang gada berkewajiban memberitahukan 
kepada pemberi gadai atau nasabah jika barang akan dilelang. 
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b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 
1) Hak Pemberi Gadai 
Adapun hak dari pemberi gadai atau yang orang yang berhutang mempunyai 
hak untuk mendapatkan barang miliknya setelah melunasi utangnya, pemberi 
gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnnya barang gadai 
atau jaminan jika disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai, pemberi gadai 
berhak menerima kembali uang sisa dari penjualan barang gadai setelah 
dikurangi dengan hutangnya dan biaya-biaya lainnya (bunga dan biaya 
lainnya), dan pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai atau 
jaminan jika barang tersebut disalahgunakan oleh pemegang gadai atau 
jaminan. 
2) Kewajiban Pemberi Gadai 
Adapun kewajiban dari pemberi gadai adalah berkewajiban melunasi utangnya 
yang telah diterima dari pemegang gadai dengan jangka waktu atau tempo 
yang telah ditentukan diawal perjanjian. Pembayaran ini termasuk dengan 
bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah ditentukan oleh pemegang gadai, 
pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai atau 
jaminan yang ia miliki guna melunasi hutangnya. ini terjadi apabila pemberi 
gadai atau jaminan tidak dapat melunasi utangnya sesuai waktu yang telah 
ditentukan. 
Di Pegadaian Syariah sendiri untuk pihak yang menerima gadai disebut 
murtahin.Pihak yang menberikan gadai disebut Rahin, sedangkan barang yang 
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dijadikan jaminan atau digadaikan disebut marhun.Dan pinjaman atau piutang 
yang diberikan kepada rahin disebut marhun bihi (Waluyo, 2014:136). 
 
2.3 Penggolongan Uang Pinjaman/Pembiayaan 
Sedangkan untuk penggolongan pinjaman dan biaya administrasi di pegadaian 
syariah berdasarkan Peraturan Direksi No.03/Bisnis/2013 salah satunya tentang 
penggolongan marhum bih, yaitu sebagai berikut: 
Tabel 1 
Penggolongan Pinjaman 
Golongan Penggolongan Marhum Bih (Rp) Pembulatan Marhum Bih(Rp) 
A 50.000 - 500.000 10,000 
B 550.000 - 1.000.000 50,000 
C1 1.050.000 - 2.500.000 50,000 
C2 2.550.000 - 5.000.000 50,000 
C3 5.100.000 - 10.000.000 100,000 
C4 10.000.000 - 15.000.000 100,000 
D1 15.100.000 - 20.000.000 100,000 
D2 Diatas 20.100.000 100,000 
Sumber: Laporan Auditorium dan Laporan Keuangan tahun 2014-2015 
Perum Pegadaian 
 
Di Pegadaian Syariah, tariff administrasi yang digunakan tidak menggunakan 
prosentase seperti yang dilakukan oleh pegadaian konvensional. Akan tetapi, 
pegadaian syariah telah menetapkan tariff dengan sistem pembulatan atau sesuai 
dengan jumlah uang yang telah dipinjamkan tanpa ada prosentase dari setiap 
pinjaman. 
 
2.4 Dasar Hukum Pegadaian Syariah 
Pegadaian Konvensional dasar hukumnya diatur dalam Undang-undang 
Hukum Perdata (civil kode) buku kedua tentang bab XX Pasal 1150-116 dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 .Sedangkan untuk pegadaian syariah 
sendiri dasar hukumnya diatur oleh Quran dan Fatwa DSN-MUI. Ada beberapa 
Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan sebagai dasar dari Pegadaia 
Syariah yaitu: 
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn 
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn Emas 
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-
MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Ijarah 
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-
MUI/III/2002 tentang Ganti Rugi 
Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282:  
 
                   
             
     
 
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar….. “ 
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Dan dalam surat al-baqarah ayat 283 : 
 
 
Artinya: 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)………” 
 
Dari potongan ayat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwasanya jika kita 
melakukan jual beli atau hutang hendaklah harus dituliskan secara jelas dan harus 
ada saksi saat kita melakukan  mu‟amalah. Selain itu, orang yang melakukan 
mu‟amalah hendaklah orang yang dalam keadaan sadar dan yang paling penting 
memenuhi standar untuk melakukan transaksi jual beli.Dan dijelaskan juga 
bahwasannya hutang yang diberikan kepada orang hendaklah jangan dikurangi 
ataupun ditambahi, karena apabila ada penambahan dalam hutang maka tambahan 
tersebut disebut dengan riba. 
Sedangkan, dalam potongan  Al-Baqarah ayat 283 ini lebih dijelaskan 
pada transaksi gadai yaitu dengan memberikan barang jaminan atas hutang atau 
transaksi yang akan dilakukan. Gadai adalah salah satu bentuk transaksi yang 
menggunakan barang jaminan sebagai barang tangguhan atas hutang yang akan 
dipinjam oleh nasabah. 
Selain itu gadai dengan sistem syariah juga ditulis dalam beberapa hadist 
yaitu antara lain (Sholikhul, 2003: 51-52) : 
a. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhori, Nasa‟I dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia 
berkata: “ Rasulullah saw. Merungguhkan baju besi kepada orang yahudi di 
madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi.” 
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Dari hadist ini dapat dilihat bahwasanya dalam agama islam tidak membeda-
bedakan orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, selainitu 
juga menegakan bahwasanya supaya ada jaminan jika ingin meminjam sesuatu 
dari orang lain. 
b. Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda.” Tidak terlepas kepemilikan 
barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat 
dan menangung resikonya” HR. Asy‟Syafii, al Daraquthni, dan Ibnu Majah. 
Dalam hadist ini menjelaskan bahwasanya barang gadai atau barang jaminan 
yang digadaiakan akan tetap menjadi milik dari si pemilik barang tersebut 
tanpa menggurangi haknya sedikitpun. Akan tetapi, barang tersebut menjadi 
milik si penerima gadai dimana barang tersebut sebagai barang tangguhan atas 
hutangnya. 
c. Dari Abi Hurairah r.a Rasullulah bersabda:” Apabila ada ternak digadaikan, 
maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah 
mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air 
susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena 
ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik atau 
minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. HR. Jama‟ah 
kecuali Muslim dan Nasa‟i-Bukhari. 
 
2.5 Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah 
Dalam Pegadaian Syariah pada dasarnya menggunakan dua akad dalam setiap 
tranaksinya yaitu: 
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a. Akad Rahn 
Akad rahn pada dasarnya adalah kesepakatan antara nasabah (rahin) untuk 
menyimpan barangnya (marhun) kepada murtahin di kantor pegadaian syariah. 
sehingga nasabah (rahin) akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas 
biaya penyewaan dan penjagaan terhadap marhun.  
Ada beberapa ketentuan dari Akad Rahn ini yang dinyatakan oleh Sutedi yaitu 
nasabah (rahin) mendatangi murtahin (Pegadaian) untuk meminta fasilitas  
pembiayaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin, 
murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun yang 
diberikan oleh nasabah (rahin) sebagai barang jaminan, setelah akad selesai, maka 
murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih (pinjaman) yang diinginkan oleh 
nasabah(rahin) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang. Dan 
ongkos yang diberikan oleh nasabah (rahin) kepada murtahin(Sutedi,2011:111). 
Gambar 1 
Skema Akad Rahn Dalam Pegadaian Syariah 
 
1. Pencairan (Uang) 
 
 
1. Akad rahn    
     
     
2. Utang & Jasa 
 
 
2. Pemanfaatan Marhun 
Murtahin Rahin 
Marhun 
Akad lain 
Marhun Bih 
Sumber : Sholikhul, 2003: 88. 
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b. Akad Ijarah 
Akad ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian 
kompensasi yaitu pemilik yang menyewakan manfaat (muajjir) sedangkan 
penyewa atau nasabah ( mustahjir). Sedangkan sesuatau yang diambil manfaat nya 
atau tempat penitipan disebut major dengan konpensasi atau balas jasa yang 
disebut dengan ujrah.Dari akad ini nasabah atau mustahjir menitipkan barangnya 
kepada muajir untuk dijaga dan dirawat.Dari situlah seorang mustahjir wajib 
memberikan ujrah kepada pihak pegadaian. 
Menurut Sutedi Penentuan ujrah itu sendiri juga ada beberapa ketentuannya , 
ketentuan tersebut bertujuan untuk mengindari dari riba, yaitu harus dinyatakan 
dengan nominal bukan prosentase. Penerapaan ujrah dengan nominal 
dimaksudkan untuk menghindari diri dari praktik riba, sifatnya harus jelas, nyata, 
serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, tidak 
adanya tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.Semua biaya 
sesuai dengan hal yang telah disepakati awal. Tidak boleh ada biaya yang 
ditambahkan tanpa ada konfirmasi dan biaya tersebut tidak ditentukan oleh 
perjanjian diawal(Sutedi, 2011;116-117). 
Dari dua akad tersebut ada beberapa alternative dalam mekanisme perjanjian 
dalam gadai yaitu akad Qardhul Hasan, Mudharabah, Al Bai Muqayadah. 
a. Akad Qardhul Hasan 
Akad Qardhul Hasan adalah salah satu akad yang digunakan dalam praktik 
gadai syariah. Akad ini ditujukank kepada  nasabah yang melakukan pembiayaan 
dalam bentuk konsumtif dan barang jaminan yang berupa barang yang tidak dapat 
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dimanfaatkan. Dengan kata lain nasabah memberikan fee atau upah kepada pihak 
pegadaian syariah sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya dan 
menjaga barang nasabah. Dari upah atau fee tersebutlah pendapatan pegadaian 
syariah (Sutedi,2011:110). 
Menurut Khan, gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai 
dengan syariah, bentuk yang tepat yaitu transaksi dengan menggunakan akad 
qardhul hasan. Mengapa akad qardhul hasan , ini karena sifat dari pembiayaan 
yang digunakan adalah sifat social. Dana yang didapatkan dari akad ini digunakan 
untuk kebutuhan yang sifatnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, meringankan 
beban kaum dhuafa dan lain-lain. 
Dalam akad ini qardhul hasan, pinjaman yang dipinjam wajib dikembalikan 
sesuai dengan tempo yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dan tampa ada 
tambahan apapun. Peminjam hanya menanggung biaya yang secara nyata seperti 
biaya administrasi, biaya penyimpanan, dan dibayarkan dalam bentuk uang bukan 
berupa prosentase setiap bulannya. Untuk upah atau fee yang diberikan kepada 
pegadaian syariah hanya brsifat sukarela dari nasabah bukan ditentukan oleh 
pihak pegadaian syariah(Sutedi,2011:110). 
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Gambar 2 
Skema Akad Al-Qardh Hasan dalam Pegadaian Syariah 
 4. Fee/Ujrah 
        3.Pencairan 
 
 
3. Akad rahn  
      
4. Hutang & Jasa 
 
 
Sumber : Sholikhul, 2003: 114. 
b. Akad Mudharabah 
Akad mudharabah disini digunakan untuk rahin atau nasabah yang ingin 
melakukan pembiayaan dalam bentuk produktif yaitu dengan menggadaikan 
barang jaminannya untuk keperluan modal kerja. Disini pegadaian syariah 
berperan sebagai shahibul mal atau penyandang dana dan rahin sebagai mudharib 
atau pengelola dana. Pada akad ini rahin akan membagi setiap keuntungannya 
dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperolehnya. Akad 
mudharabah mempunyai tujuan untuk para nasabah yang ingin melakukan 
pembiayaan khususnya untuk modal kerja. Salah satu sistem yang digunakan 
hampir sama dengan bank syariah yaitu sistem bagi hasil atas keuntungan yang 
didapatkan. Pembagian hasil ini dilakukan sampai modal yang dipinjam dapat 
dilunasi oleh rahin atau nasabah. 
Marhun Bih 
Rahin Murtahin 
Marhun 
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Gambar 3 
Skema Akad Mudharabah dalam Pegadaian Syariah 
 
      Y% 
      Modal 
 
1. Akad 
 
2.Hutang& Jasa 
        Skill 
         X% 
  
 
Sumber : Sholikhul, 2003: 105. 
c. Al Bai-Muqayadah 
Akad Bai Al-Muqayadah dapat diterapkan pada nasabah yang 
mengiginkan penggadaian barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam 
menggadaikan barangnya nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa 
pembelian barang.Sedangkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak 
dapat dimanfaatkan (dikelola) oleh rahin ataupun murtahin. 
Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan 
keinginan rahin,dan pihak pegadaian (rahin) akan memberikan mark up kepada 
murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas 
waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Selanjutnya jika marhun dapat 
Marhun Marhun Bih 
Murtahin 
Rahin 
Usaha 
Hasil 
Usaha 
 
Akad lain 
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dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru (akad lain) mengenai 
pemanfaatan marhun, dan jenis akadnya disesuaikan dengan jenis barangnya. 
Jika rahin tidak mau memanfaatkan marhun dan diserahkan sepenuhnya 
kepada murtahin, maka murtahin berhak mengelola marhun dan memungut 
hasilnya.Sedangkan sebagian hasilnya harus diberikan kepada rahin, karena rahin 
merupakan pemilik marhun yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya, apabila 
murtahin tidak mau diberi amanat untuk mengelola barang gadaian, maka rahinlah 
yang harus mengelola, dan akan memberikan bagi hasil kepada murtahin sesuai 
dengan kesepakatan (Sholikhul, 2003: 95-96). 
 
2.6. Prosedur Pelelangan Pegadaian Syariah 
 Pelelangan atas barang gadai atau jaminan yang dilakukan oleh pihak 
pengadaian dikarenakan nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya sampai jatuh 
tempoyang telah disepakati diawal perjanjian.Pelelangan barang gadai tersebut 
guna memenuhi kewajiban dari nasabah untuk melunasi 
pinjamannya(Latumaerisa, 2012:480). 
 Menurut Rais Sasli dalam proses pelelangan dari barang gadai tersebut ada 
beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu pemberitahuan lelang kepada 
nasabah melalui surat pemberitahuan atau lewat media massa seperti radio, surat 
kabar atau yang lainnya, setelah pemberitahuan kepada nasabah maka nasabah 
mempunyai waktu selama 3 hari sebelum pelaksanaan pelelangan untuk 
mengambil barang tersebut akan tetapi dengan syarat pinjaman yang ia pinjam 
harus dikembalikan atau dilunasi terlebih dahulu(Rais, 2005:144). 
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 Tata cara pelelangan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. 
Sebelum pelelangan dimulai akan dibacakan tata tertib saat pelelangan terjadi. 
pada saat proses pelelangan berlangsung terjadi tawar-menawar antara pihak 
penggadaian dan pembeli. Pelepasan atas barang gada dilakukan dengan melihat 
tawaran yang paling tinggi. Dari pelelangan tersebut nasabah dapat mengambil 
uang sisa dari proses pelelangan tersebut(Rais, 2005:144). 
 Sedangkan, untuk pelelangan di Pegadaian Syariah menurut Kep. Menteri 
Keuangan RI No.337/KMK.01/2000 Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan lelang 
adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk  melalui media 
elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat 
atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara 
tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Penjualan barang 
yang dilakukan dimuka umum ini dimaksudkan untuk menawarkan barang 
jaminan yang dimiliki oleh pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini 
pegadaian syariah.Penjualan ini bertujuan untuk melunasi hutang atau pinjaman 
yang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo. 
 Biasanya penjualan ini dilakukan dengan mengumumkan melalui surat 
edaran atau pemberitahuan, media elektronik dan lain sebagainya. Penjualan ini 
dilakukan dengan penaksir atau pihak pegadaian membuka harga atas barang 
secara tinggi dan kemudian para peminat atau penawar dari barang tersebut dapat 
menawar barang tersebut dibawah harga yang telah ditawarkan atau 
sebaliknya(Sutedi, 2011:137). 
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 Selain menurut Kep. Menteri Keuangan, pengertian lelang juga didukung 
oleh para ahli dan pendapat jumhur fukaha. Menurut Dahlan, bahwa penjualan 
barang jaminan itu adalah hak pemegang gadai (lembaga pengadaian), yaitu 
apabila pemberi gadai (nasabah) pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang 
ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. 
Sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk 
melunasi hutang.Namun, pegadaian berkewajiban untuk member tahu nasabah 
sebelum diadakan penjualan barang gadai.Menurut jumhur fukaha bahwa pemberi 
gadai (murtahin) dibolehkan untuk menjual barang jaminan (marhun bih) tersebut, 
dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak rahin tidak dapat atau tidak mampu 
melunasi kewajibannya. 
 Dari pengertian para ahli dan jumhur fukaha dapat diambil kesimpulan 
bahwasannya penjualan barang jaminan dapat dilakukan oleh lembaga yang 
memberikan pinjaman kepada rahin (penerima pinjaman) dengan syarat rahin 
tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan tempo yang telah 
ditentukan.Penjualan barang jaminan ini dimaksudkan untuk melunasi pinjaman 
atau hutang dari rahin dan apabila dari penjualan tersebut masih ada sisa 
penjualan maka pihak pegadaian wajib memberikannya kepada nasabah atau 
rahin. Dan perlu dingat kembali bahwa penjualan dari barang jaminan ini harus 
diketahui oleh pemilik dari barang jaminan tersebut(Rais, 2005:170-171). 
 Adapun untuk ketentuan dari proses lelang yang diadakan oleh pegadaian 
syariah diatur oleh Ketentuan Umum Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002 bagian 
kedua butir 5 tentang lelang/ penjualan marhun, yaitu Apabila telah jatuh tempo, 
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Murtahin (Pegadaian Syariah) harus memperingatkan Rahin (Nasabah) untuk 
segera melunasi utangnya, rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka 
Marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, hasil penjulan 
Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharan dan penyimpanan ( 
jasa simpan-pen). Yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang 
Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial-pen), kelebihan hasil penjualan 
menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 
 Dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
menegaskan bahwa pegadaian syariah akan memberitahukan kepada nasabah   
pinjamannya maka barang yang dijadikan jaminan akan dilelang oleh pihak 
pegadaian, akan tetapi pihak pegadaian akan memberitahukan terlebih dahulu 
tentang pelelangan atas barang jaminan yang telah diserahkan nasabah ke pihak 
pegadaian syariah. hasil pelelan gan atas barang jaminan tersebut digunakan untuk 
melunasi hutang atau pinjaman dan biaya administrasi lainnya dan jika ada 
kelebihan dari pelelangan tersebut maka akan dikembalikan kepada si pemilik 
barang jaminan tersebut(Sutedi, 2011:144).  
 
2.7.Produk yang Ditawarkan Pegadaian Syariah 
 Adapun untuk layanan jasa dan produk yang ditawarkan oleh pegadain 
syariah adalah sebagai berikut (Al Arif, 2012: 291) : 
1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. 
Pemberian pinjaman atau pembiayaan yang di berikan oleh pegadaian dengan 
hukum gadai adalah salah satu andalan dari pegadaian, karena pegadaian 
merupakan lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat. Dalam pemberian 
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pinjaman atau pembiayaan ini ada beberapa syarat yang diajukan kepada nasabah 
salah satunya adanya jaminan berupa barang bergerak (seperti emas, elektronik 
dan lain-lain).Besarnya jumlah pinjaman atau pembiayaan bergantung pada nilai 
dan jumlah barang yang dijadikan jaminan atau digadaikan. 
2. Penaksiran nilai barang 
Jasa penaksiran ini diberikan kepada nasabah atau masyarakat yang hendak 
menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak, dan 
berlian.Dalam penaksiran barang ini dikenakan biaya ongkos penaksiran barang. 
3. Penitipan barang (ijarah) 
Jasa penitipan barang ini diberikan kepada nasabah atau masyarakat yang 
hendak menyimpan barang berharga seperti sertifikat motor, tanah, ijazah dan 
lain-lain.pada jasa penitipan barang ini pegadaian akan mengenakan ongkos atau 
jasa penitipan barang. 
4. Gold center 
Ini merupakan jasa pegadaian yang paling banyak diminati oleh kalangan 
masyarakat.dimana mereka mendapatkan fasilitas penjualan emas yang memiliki 
sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya. 
 
2.8. Konsep Umum Menurut Fatwa DSN tentang ar-Rahn 
1. Hukum dan ketentuan umum 
Menurut fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) mengenai ar-rahn menyebutkan bahwa hukum dan 
ketentuan umum adalah sebagai berikut: 
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a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun ( barang 
gadai) sampai semua hutang atau kewajiban Rahin (yang menyerahkan 
barang) dilunasi. 
b. Marhun ( barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin ( yang 
menyerahkan barang). Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan 
oleh Murtahin kecuali seijin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun 
dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatannya. 
c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, akan tetapi untuk biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
1. Prosedur pengajuan ar-rahn 
Untuk prosedur pengajuan gadai ke pegadaian hal yang diperhatikan adalah 
nasabah harus hadir dalam pengajuan pinjaman ke pegadaian.hal ini dimaksudkan 
agar dalam perjanijan itu nasabah dapat mengetahui keseluruhan tahap-tahap 
pinjaman yang saling disepakati dalam bukti yang tertulis, selain itu lebih baik 
lagi apabila dalam perjanjian akad tersebut disaksikan oleh beberapa orang saksi. 
Untuk syarat-syarat yang lain sudah ditentukan oleh pihak pegadaian seperti 
dokumen identitas diri dan lain-lain. 
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2. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
Sesuai dengan fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin.Akan tetapi untuk biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.Akan tetapi untuk 
besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
3. Penjualan marhun 
Penjulan Marhun dilakukan karena beberapa alasan, yaitu: 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 
melunasi kewajibannya atau hutangnya. 
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya 
walaupun sudah diperpanjang jangka waktu pinjaman maka Marhun dijual 
atau dilelang sesuai dengan syariah. 
c. Hasil dari penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya penjualan. 
d. Kelebihan dari hasil penjualan Marhun menjadi milik Rahin dan apabila masih 
ada kekurangan maka Rahin juga wajib membayarnya. Akan tetapi apabila 
kelebihan dari penjualan Marhun tidak diambil oleh Rahin maka akan 
disalurkan ke BAZ. 
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2.9 Hasil Penelitian Yang Relevan 
Ratna Wulandari pada tahun 2012 dengan judul “ Analisis Praktik Rahn 
Emas di PT BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Klaten”. Dari hasil analisis 
bahwa dalam prakteknya, Rahn Emas BSM iB yaitu produk Bank yang 
memberikan fasilitas pembiayaan pada nasabah menggunakan prinsip Qard 
dengan jaminan berupa emas milik nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan 
secara gadai. 
Jandri Panjaitan dengan judul “ Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah 
pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati”. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
peneliti, dilihat dari akad yang digunakan pembiayaan gadai emas syariah di Bank 
DKI Syariah cabang Fatmawati menggunakan tiga jenis akad yaitu akad qard, 
akad  rahn, dan akad ijarah. Selain itu dilihat dari rukun gadai yang digunakan 
sudah memenuhi dari rukun gadaai syariah yaitu rahin, murtahin, marhun, marhun 
bih dan ijab qabul. 
Hadiana pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Peraturan dan Mekanisme 
Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah”.dari hasil 
penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dilihat dari keseluruhan produk di 
Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah memiliki perbedaan satu dengan 
yang lainnya. Akan tetapi untuk Pegadaian Syariah Cabang Denpasar diharapkan 
dalam peraturan dan mekanisme mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam 
Fatwa DSN-MUI dan menggunakan istilah pembiayaan, karena disalah satu 
produk Pegadaian Syariah yaitu Rahn dan Ar-Rum masih menggunakan istilah 
kredit dan mengadopsi produk dari pegadaian konvensional. 
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 Dalam penelitian ini peneliti lebih menganalisis lebih dalam tentang 
mekanisme produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah, yang meliputi prosedur 
atau persyaratan dari produk tersebut, barang jaminan atau marhun bih yang 
digunakan di dalam produk tersebut, akad yang digunakan, serta ijaroh atau biaya 
sewa dalam produk tersebut. Sebenarnya, untuk barang jaminan sudah pernah 
diteliti oleh Ratna Wulandari akan tetapi hanya sebatas barang jaminan berupa 
emas. Selain itu penelitian ini juga menganalisis mekanisme produk di pegadaian 
syariah bila dilihat dari dasar hukum yang ada dan perspektif fatwa DSN-MUI 
Nomor.25/III/2002. 
 
 
 
  
32 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1.Jenis Penelitian  
Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan bercirikan 
diskriptif.Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, 
gambar, dan bukan angka-angka.Dalam pendekatan kualitatif perlu adanya 
pertimbangan. Kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 
jamak , yang artinya dalam metode ini lebih banyak berhadapan dengan data real 
atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu 
kualitatif juga lebih mendekatkan atara peneliti dengan responden.Sedangkan , 
untuk penelitian dengan pendekatan deskripsi yaitu dengan mengumpulkan data 
dengan cara wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata 
sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian 
(Moleong, 2016: 9-11). 
Selain menggunakan pendekatan kualitatif yang bercirikan diskriptif, penulis 
juga menggunakan pendekatan kualitatif yang bercirikan 
fenomenalogi.Fenomenologis adalah memahami arti peristiwa dan kaitan-
kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Dalam 
penelitian yang bersifat fenomenologi ini lebih menekan kan pada pengamatan 
secara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada hal yang akan diteliti atau pada 
subyek penelitian (Moleong, 2016: 15).   
Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara 
langsung dari tempat penelitian yaitu dengan melalui wawancara.Data yang 
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diambil berupa kalimat atau pernyataan dari setiap informan. Pernyataan tersebut 
akan dirangkai sehingga menjadi suatu informasi. Informasi yang didapatkan 
adalah informasi dari kedua belah tempat penelitian. Informasi tersebut akan di 
bandingkan sesuai dengan apa yang ingin di teliti oleh peneliti. 
 
3.2.Objek Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Ngabean yang 
beralamatkan di Jl.Adi Soemarno No.107, Ngabean, Kartosura.Peneliti melakukan 
penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ngabean.Ini dikarenakan Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean merupakan salah satu unit baru yang didirikan oleh 
PT.Pegadaian.UPS Ngabean ini bertujuan untuk memudahkan para nasabahnya 
yang kebanyakan disolo untuk melakukan transaksi.Sebelum didirikannya UPS 
Ngabean banyak nasabah dari Pegadaian Syariah yang ingin bertransaksi harus ke 
daerah solo baru.Dengan berdirinya UPS ngabean yang nasabahnya juga lumayan 
banyak, memudahkan merekan untuk bertransaksi. 
 
3.3.Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan mulai dari awal November dengan dilakukannya 
observasi tempat dan pada bulan Desember digunakan untuk mencari data yang 
valid terhadap judul yang diambil oleh peneliti.Penelitian ini dilakukan kurang 
lebih selama 2 (dua) bulan terhitung dari November sampai Desember. 
 
3.4.Subyek Penelitian 
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber utama yang 
dapat memberikan data yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti dan 
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nantinya dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian. Adapun yang menjadi pokok 
subyek penelitian ini adalah karyawan yang memiliki hubungan dengan Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean. 
 
3.5.Sumber Data dan Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini diharuskan menggunakan data, maka dalam penyusunan 
skripsi ini, penulis menggelompokkan data sesuai dengan karakteristiknya, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui 
cara wawancara langsung dari obyek penelitian. Data primer dari penelitian ini 
didapat dari keterangan pihak Unit Pegadaian Cabang PT. Pegadaian Delanggu 
dan Unit Pegadaian Syariah Ngabean.Wawancara yang dilakukan yaitu ada dua 
wawancara tersruktur dan tidak terstruktur.Wawancara tersruktur adalah 
wawancara yang dilakukan dengan memfokuskan pembahasan sesuai dengan 
daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sehubungan dengan judul 
penelitian. Sedangkan, wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian peneliti akan tetapi tidak 
ada daftar pertanyaan atau pembahasan yang lebih mendalam di penelitian 
peneliti. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku atau sumber yang 
berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.data sekunder dari penelitian ini 
didapat dengan cara catatan langsung, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi 
lainnya. 
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Selain menggunakan data primer dan data sekunder peneliti juga 
menggunakan data yang berasal dari lapangan.Tekhnik peneliti mengumpulkan 
data yang digunakan untuk mencari data yang sesuai dengan judulnya yang 
pertama dengan peninjaun tempat penelitian.Peninjauan tempat penelitian ini 
dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Ngabean.Pertama kali peneliti melakukan 
penijauan tempat di Unit Pegadaian Syariah Ngabean.Saat peninjauan tempat di 
UPS Ngabean yang dilakukan yaitu menanyakan tentang izin penelitian.Selain itu, 
peneliti melakukan perbincangan dengan security dari Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean seputar produk dan jasa dari Pegadaian tersebut.Peninjauan tempat juga 
dilakukan di Pegadaian Area Solo yaitu di daerah Pasar Gede.Pegadaian ini 
adalah pegadaian yang membawahi unit pegadaian yang ada di daerah solo dan 
delanggu khususnya. Pegadaian Area Solo ini berperan menyampaikan izin 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ke Kantor Pusat Pegadaian di 
Semarang.  
Setelah melakukan tahap peninjauan tempat, kemudian tahap selanjutnya 
peneliti melakukan wawancara dengan staf atau karyawan dari 
PT.Pegadaian.wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Area Solo yang berada di 
daerah Pasar Gede. Wawancara dilakukan dengan salah satu staff dari Pegadaian 
Kantor Area Solo yaitu , Saudari Yanti. Wawancara dilakukan seputar tahapan 
perizinan agar dapat melakukan penelitian di Pegadaian.Setelah itu, dilanjutkan 
dengan pertanyaan seputar jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian. Mbak Yanti 
menuturkan bahwasanya untuk Unit Pegadaian Konvensionl Delanggu dan Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean merupakan salah satu cabang yang digunakan untuk 
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memudahkan para nasabah yang banyak berasal di daerah tersebut sehingga 
nasabah tersebut tidak perlu jauh-jauh jika ingin melakukan transaksi atau 
menggunakan jasa dari Pegadaian.  
Dalam mengumpulkan data yang diinginkan oleh peneliti.Peneliti 
menghadapi beberaa hambatan dalam mencarai data.Salah satunya adalah sulitnya 
wawancara yang dilakukan dengan pihak pegadaian terkadang membuat peneliti 
sulit untuk mencari data yang diingikan.Apalagi dengan kurun waktu yang begitu 
singkat membuat peneliti harus bekerja ekstra keras dalam mengumpulkan data. 
Akan tetapi hambatan tersebut dapat di lalui oleh penulis dengan cara membuat 
janji atau menghubungi terlebih dahulu pihak pegadaian jika ingin melakukan 
wawancara. Dan memberikan gambaran kepada pihak pegadaian untuk data yang 
diinginkan sebelum wawancara dimulai. 
Selain dengan staff atau karyawan dari Pegadaian , wawancara juga akan 
dilakukan dengan staf atau karyawan yang lain, manager marketing, marketing 
dan pihak yang dirasa dapat memberikan data yang valid seputar judul yang 
diambil peneliti. Wawancara akan dilakukan sewaktu penelitian di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean. 
 
3.6.Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu dengan menganalisis data yang 
diperoleh pada saat penelitian. Analisis adalah proses mengorganisasi dan 
mengurutkan data yang telah diperoleh kedalam pola tertentu, kategori dan satuan 
urutan tertentu yang kemudian dapat di rumuskan hipotesis kerjanya sesuai 
dengan data yang diperoleh (Moleong, 2004: 103). 
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Adapun analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif 
kualitatif menurut Moleong (2004: 3) adalah penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata bukan angka yang diucapkan secara lisan oleh 
informan, dimana kata-kata tersebut akan disusun menjadi suatu kalimat yang 
sesuai dengan data yang diinginkan oleh peneliti. Penelitian ini menggambarkan 
keadaan objek penelitian pada saat sekarang sesuai dengan fakta-fakta yang 
semestinya. Hal ini dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif sehingga 
semua data yang dikumpulkan pada saat penelitian dapat dijadikan kunci terhadap 
apa yang sudah diteliti. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan 
dengan metode kualitatif ini peneliti dapat secara langsung berkomunikasi dengan 
para informan atau narasumber sehingga dapat mengungkapkan secara jelas 
dengan dukungan data-data yang ada. 
Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data tentang mekanisme produk 
yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Ngabean dan Unit Pegadaian Syariah 
Klaten khususnya.Produk yang diteliti oleh peneliti adalah produk yang diberikan 
oleh pengadaian khususnya pada produk pinjaman. Dimana data yang didapatkan 
akan diolah dengan melihat mekanisme produk di Pegadaian Syariah telah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI nomor 25/III/2002 atau malah sebaliknya. 
Dalam penggunaan teknik analisis data ini, penulis mengacu pada teknik yang 
sudah umum digunakan oleh para peneliti sebelumnya, yakni teknik analisis data 
model interaktif. Menurut Miles dan Huberman ada tiga teknik dalam analisis data 
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kualitatif dengan menggunakan metode interaktif (Miles dan Huberman, 1992: 
20), yakni: 
1. Reduksi Data 
Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan , membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga 
dapat ditarik suatu kesimpulan secara keseluruhan atau final. Pada saat 
pengumpulan data berlangsung, peneliti telah menulis secara singkat data yang 
akan dicari, menentukan tema serta membuat batasan-batasan permasalahan yang 
akan diteliti dan menulis memo. 
2. Penyajian Data 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun guna memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap 
data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung.Pada penyajian data ini 
meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan atau tabel. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Merupakan kegiatan pengambilan kesimpulan dari data yang diuji 
kebenarnnya, kekokohannya dan kecocokan agar mempunyai nilai valid terhadap 
permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
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Gambar 4 
Skema Penarikan Kesimpulan Model Interaktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Milles dan Huberman, 1992: 20 
 
Langkah-langkah analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
melalui pengamatan atau observasi, wawancara dengan para informan yang dirasa 
dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti, yang kemudian data 
tersebut diolah oleh peneliti. Selain dengan menggunakan observasi dan 
wawancara, peneliti juga menggunakan dokumen, buku atau hal-hal yang 
memiliki kaitannya dengan penelitian ini.sehingga, penulis akan mendapatkan 
data yang logis serta relevan. 
Dalam penelitian ini yang pertama dilakukan oleh peneliti yaitu membuat 
garis besar tentang data yang diinginkan oleh peneliti yang dapat mendukung 
penelitaian ini.kemudian, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai 
 
Pengumpulan 
Data 
Kesimpulan : 
Penarikan/Veri
fikasi 
Penyajian Data 
Reduksi Data 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh pneliti. Setelah itu, data sementara  yang 
sudah di dapatkan oleh peneliti dari proses wawancara tersebut diolah dengan 
menafsirkan data yang didapat kedalam data yang sesuai dengan yang dikendaki 
oleh peneliti. 
Selain itu untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan tekhnik 
triagulasi. Triagulasi adalah tekhnik pemeriksahan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Denzim (1978) mengeukakan 
bahwasannya triagulasi di bagi menjadi empat macam yaitu,: 
a. Triagulasi dengan sumber yaitu membandngkan dan mengecek baik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
berbeda dalam penelitian kualitatif. 
b. Triagulasi dengan metode yaitu, menurut Patton (1987:329) terdapat dua 
strategi yaitu untuk pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil peelitian 
beberapa tekhnik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan 
beberapa sumber data dengan metode yang sama. 
c. Triagulasi dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 
keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dengan cara 
membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya. 
d. Triagulasi dengan teori, dilihat dari anggapan bahwa fakta tidak dapat 
diperiksaderajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori 
(Moelong,2016:330-332)  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.Diskripsi Objek Penelitian 
4.1.1. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura berdiri pada tanggal 12 Februari 
2010 yang beralamatkan di Jl. Adi Sumarmo No. 316 Kartasura.Telp.(0271) 
714204 dan websitenya www.pegadaian.co.id.Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
ini didirikan guna untuk lebih mendekatkan kepada nasabah yang rata-rata 
berdomisili di sekitar kartasura. Selain itu, juga memudahkan para nasabah agar 
tidak perlu jauh-jauh datang ke Cabang Pegadaian Solo Baru, dimana Pegadaian 
Solo Baru ini merupakan Pegadaian yang membawahi Unit Pegadaian Syariah 
yang berada di seluruh kota Solo. 
Pendirian Unit Pegadaian Syariah Ngabean tidak terlepas dari sejarah 
Pegadaian waktu dulu.Pada tahun 1901, Pegadaian berubah menjadi Perusahaan 
Jawatan, lalu pada tahun 1928 Perusahaan berada di bawah IBW, pada tahun 1960 
menjadi Perusahaan Negara, dan kembali lagi menjadi Perusahaan Jawatan atau 
Perjan pada tahun 1969. Baru pada tahun 1990 bersamaan dengan diterbitkannya 
PP No. 10 Tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 
103 Tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum atau PERUM. 
Yang kini merupakan salah satu BUMN yang beraa dalam naungan Departemen 
Keuangan RI hingga sekarang. 
Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak 
awal kebangkitan pegadaian, bahwasannya dalam PP No. 10 ini menegaskan misi 
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yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak 
berubah hingga terbitnya PP.103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan 
usaha perum pegadain sampai saat ini. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan 
bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 
tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui 
masih banyak beberapa aspek yang menepis tanggapan tersebut. 
Akan tetapi, dengan kajian yang begitu lama dan panjang.Akhirnya mulai 
disusunlah konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS sebagai 
langkah awal pembentukan divisi khusus untuk menangani kegiatan usaha 
syariah. Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi 
modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan 
nilai islam. Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama Unit 
Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Kemudian 
menyusul pendirian ULGS di kota-kota lain seperti Surabaya, Makasar, 
Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada bulan September 2003. Pada tahun 
yang sama pula mulai berdiri 4 kantor cabang pegadaian di Aceh yang dikonver 
menjadi Pegadaian Syariah. dan pada tahun 2006 telah memiliki 14 kantor daerah 
dan 739 kantor cabang. 
 
4.1.2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 
Visi dari Pegadaian Syariah yaitu harus mencapai kondisi yang seideal dan 
seoptimal mungkin, dan menjadikan pegadaian menjadi perusahaan yang modern, 
dinamis, inovatif, profitable dapat terlaksana dengan baik. 
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Misi dari Pegadaian sebagai BUMN, yaitu melaksanakan tugas dari 
pemerintah untuk ikut melaksanakan pembangunan di sector ekonomi, turut 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, 
serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman yang 
tidak wajar.Maka dari itu, untuk melaksanakan misi tersebut maka dicanangkan 
budaya perusahaan yang mengimplementasikan dalam etos dan budaya kerja yang 
inovatif, nilai moral tinggi, adi layanan, dan nuansa citra. 
 
4.1.3. Dewan Pengawas Syariah 
Guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi dan usaha 
agar tetap sesuai dengan aturan syariat islam, maka perlu dibentuk Dewan 
Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah atau DPS di Pegadaian 
Syariah saat ini masih menyatu dengan DPS-BMI sebagai partner usahanya. 
Untuk susunan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di Pegadaian Syariah sebagai 
berikut: 
Ketua    : Prof. K.H. Ali Yafie 
Anggota   : K.H. M.A. Sahal Mahfudh 
     K.H. Ma‟ruf Amin 
     Prof. Dr. Muardi Chatib 
     Prof. Dr. H. Umar Shihab 
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4.2.Hasil Penelitian 
4.2.1. Produk-produk yang ditawarkan Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura. 
 
1. Ar-Rahn (Gadai Syariah) 
Rahn adalah produk jasa gadai yang di berikan oleh Pegadaian Syariah dengan 
berprinsipkan Syariah, dimana nasabah hanya dipungut biaya administrasi dan 
ijaroh ( biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan atau sering disebut 
sewa tempat). Ar-rahn ini merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh 
Pegadaian Syariah dalam hal transaksi gadai sesuai syariah, untuk memberikan 
solusi terhadap pendanaan yang dibutuhkan oleh nasabah secara cepat, praktis dan 
menentramkan. 
Keuntungan Ar-Rahn 
a. Prosedur pengajuan sangat mudah. Ini dapat dilihat dari calon nasabah atau 
debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang 
berharga lainnya ke outlet pegadaian. 
b. Proses dalam pecairan pun juga cepat hanya butuh waktu 15 menit. 
c. Aman terjaga dan dijamin asuransi. 
d. Sumber dana sesuai syariah dibawah pengawasan syariah. 
e. Nasabah tidak perlu melakukan pembukaan rekening. 
f. Meningkatkan daya guna barang bergerak , perhisan dan lain-lain tetap 
menjadi milik nasabah. 
2. Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) 
Ar-Rum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha 
kecil menengah untuk keperluan usaha dengan sistem pengembalian secara 
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angsuran atau dicicil, dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan yang 
dimiliki oleh nasabah.Ar-rum merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh 
Unit Pegadaian Syariah di Ngabean kartasura.Kegunaan dari produk ini untuk 
memfasilitasi pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah. 
Pembiayaan Ar-rum memudahkan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal 
usaha dengan jaminan BPKB.Kendaraan nasabah masih menjadi milik nasabah 
sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keuntungan dari 
produk Ar-Rum adalah sebagai berikut: 
a. Menambah modal usaha untuk meperbesar bisnis. 
b. Jaminan yang digunakan yaitu BPKB Kendaraan. 
c. Kendaraan yang menjadi jaminan tetap di tangan pemiliknya tidak di tahan 
oleh pihak Pegadaian. 
d. Prosedur, syarat yang mudah dan proses pencairan yang cepat yaitu dalam 
jangka waktu 3hari akan segera cair. 
e. Adanya pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, dan 36 bulan. 
f. Bebas menentukan pilihan pembayaran. 
3. Amanah 
Amanah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean, produk ini merupakan skim pemberian pembiayaan 
kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap guna kepemilikan motor atau 
mobil. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang 
pengembaliannya dilakukan secara angsuran. Keunggulan dari produk Amanah 
adalah sebagai berikut: 
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a. Pembiayaan melalui skema syariah 
b. Persyaratan mudah 
c. Kendaraan bermotor dapat langsung digunakan 
d. Jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. 
Kriteria untuk calon nasabah Amanah adalah sebagai berikut: 
a. Calon nasabah adalah pegawai tetap pada suatu instansi/perusahaan dengan 
masa kerja minimal 2 tahun. 
b. Mempunyai tempat tinggal tetap. 
c. Sanggup membayar uang muka yang ditetakan berdasarkan jangka waktu 
kredit dan biaya administrasi. 
d. Calon nasabah mengajukan pembiayaan melalui bendaharawan gaji pada 
instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. 
 
4.2.2. Implementasi Operasional terhadap Produk-produk pada Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
 
1. Akad yang digunakan 
Akad yang digunakan di Unit Pegadaian Syariah Ngabean menurut Ibu 
Sulastri selaku Teller di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura yanti ada dua 
yaitu akad Tabbarru‟ dan akad Tijarah. 
a. Akad Tabbarru‟ adalah slah satu perjanjian yang menyangkut transaksi 
niralaba atau non profit transaction. Dimana dalam akad ini pihak yang terlibat 
tidak boleh menghendaki imbalan atau fee dari hasil usaha yang dilakukan. 
Akan tetapi boleh meminta talangan upaya untuk menutupi biaya dan 
pengeluaran materi yang telah dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Di 
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Pegadaian Syariah menggunakan akad tabbarru‟ yang sifatnya meminjamkan 
uang yaitu dengan menggunakan akad qard dan rahn. 
b. Akad Tijarah adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang 
didalamnya terdapat pertimbangan untung rugi secara material atau dalam 
akad ini terdapat pertimbangan sebelum melakukan transaksi.dalam akad ini 
Pegadaian Syariah lebih condong pada akad yang sifatnya sewa-menyewa 
yaitu akad ijarah. 
Dari kedua akad tersebut yaitu akad tabbarru‟ dan akad tijarah ada tiga akad 
yang pastinya dipakai atau digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura untuk setiap Produk yang ditawarkan yaitu Akad Qard, Rahn, dan 
Ijarah. 
2. Prosedur Pemberian Pinjaman 
Prosedur pemberian pinjaman yang di terapkan pada Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean adalah sebagai berikut (Wawancara dengan Ibu Sulastri pada Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean pada tanggal 10 Januari 2017). 
a. Prosedur pemberian pinjaman untuk produk Ar-Rahn : 
a. Nasabah datang ke Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura untuk 
mengisi formulir permintaan pinjaman dengan menggunakan produk Ar-
Rahn. Selain itu nasabah juga membawa barang jaminan yang akan di 
jadikan sebagai barang gadai atau marhun bih dan fotocopy kartu identitas 
diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau KTP. 
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b. Petugas Pegadaian akan memberikan barang gadai atau marhun bih 
kepada petugas penaksir , guna mengetahui apakah nominal barang 
tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan atau tidak. 
c. Setelah melakukan penaksiran atas barang gadai tersebut maka petugas 
penaksir memberikan nominal barang gadai tersebut kepada petugas 
pegadaian. dengan ketentuan besarnya marhun bih harus lebih besar dari 
marhun atau pinjaman yaitu 90%. 
d. Apabila disepakati besarnya pinjaman antara nasabah dan pihak pegadaian 
.maka nasabah menandatangani akad dan formulir yang dijadikan bukti 
peminjaman nasabah kepada pihak pegadaian. setelah itu piahak 
memberikan pinjaman secara tunai kepada nasabah. 
Syarat-syarat Ar-Rahn yaitu: 
1) Fotocopy identitas diri ( KTP, SIM dan lain-lain.) 
2) Barang yang akan digadaikan. 
3) Membayar biaya administrasi dan biaya jasa simpanan dan pemeliharaan 
barang jaminan. 
b. Prosedur pemberian pinjaman produk Ar-Rum yaitu: 
1) Nasabah datang ke Unit Pegadaian Syariah Ngabean untuk mengisi 
formulir produk pembiayaan Ar-Rum. Selain mengisi formulir, nasabah 
juga melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan atau jaminan, serta 
dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan usaha yang 
dimiliki oleh nasabah. 
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2) Setelah itu petugas pegadaian akan memeriksa dokumen-dokumen yang 
dilampirkan oleh nasabah terkait dengan usaha dan barang jaminan atau 
barang gadai yang diserahkan kepada pihak pegadaian. selain itu, petugas 
pegadaian akan melakukan survey tehadap usaha yang dimiliki nasabah. 
survey ini terkait kelayakan tentang usaha tersebut dan barang jaminan 
atau barang gadai. 
3) Setelah melakukan survey dan dianggap telah memenuhi persyaratan yang 
diminta oleh petugas pegadaian dan barang gadai telah sesuai dengan 
jumlah marhun yang diminta oleh nasabah. maka, nasabah akan 
melakukan penandatangan akad produk Ar-Rum, kemudian pihak 
pegadaian akan memberikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan yang 
diminta oleh nasabah. 
c. Prosedur Pembiayaan Produk Amanah  
 Persyaratan dari produk Amanah pada Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
kartasura adalah sebagaia berikut: 
1) Foto copy Kartu Tanda Pengenal di perusahaan atau instansi yang 
bersangkutan. 
2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau KTP (suami/istri jika telah 
berkeluarga). 
3) Foto copy Kart Keluarga atau KK. 
4) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai tetap yang telah 
dilegalisr. 
5) Slip gaji selam 2 bulan terakhir yang asli. 
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6) Surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan. 
7) Mengisi dan menandatangani form aplikasi pembiayaan produk Amanah di 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean. 
3. Barang Jaminan 
Dalam praktik secara terulis yang ada di dalam brosur Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura disebutkan bahwasannya barang jaminan atau marhun 
bih yang diperbolehkan adalah barang bergerak, berupa: 
a. Emas dan berlian. 
b. Mobil dan motor. 
c. Barang elektronik dan alat-alat rumah tangga. 
Akan tetapi kanyakan nasabah yang melakukan pinjaman ke Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean rata-rata menggunakan barang jaminan berupa emas 
ataupun berlian, yang mencapai hingga 95%.Sedangkan untuk barang gudang 
seperti motor, mobil, laptop, kamera, dan handphone hanya 5%.Semua barang 
jaminan tersebut disimpan di Pegadaian Cabang Induk dengan sistem clustering. 
4. Pemanfaatan Dana Pinjaman. 
Dalam prakteknya pemanfaatan dana pinjaman atau marhun bih di Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean tidak ditelisik secara detail oleh pihak pegadaian 
dalam nasabah menggunakan dana pinjaman atau marhun bih tersebut. Awalnya 
memang nasabah diberikan selembar kertas yang berisikan tentang pemanfaatan 
marhun bih tersebut.Diselembar kertas tersebut ada beberapa pemanfatan dari 
marhun bih yaitu diantaranya untuk keperluan perdagangan, pendidikan, 
pertanian, perumahan, kesehatan, dan industri. 
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Namun, semua itu hanyalah untuk proses identifikasi terhadap nasabah 
yang akan digunakan untuk dilaporkan ke Departemen Keuangan. Sehingga tidak 
akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya pengajuan pinjaman dari nasabah ke 
pihak pegadaian. Maka dari itu dari Pihak Pegadaian Syariah Ngabean tidak 
terlalu mempedulikan dari pemanfaatan marhun bih tersebut. 
5. Besarnya Tarif 
a. Tarif biaya administrasi (Qardhul Hasan) 
 Biaya adminitrasi yang diterapkan begitu murah dan tidak memberatkan 
atas transaksi marhun bih ditetapkan Rp 50 untuk setiap kelipatan marhun bih Rp 
5000, ini untuk semua golongan marhun bih.  Dari biaya administrasi ini ini maka 
dilakukan pembulatan ke Rp 100 terdekat yaitu Rp 1 sampai dengan Rp 50 
dianggap sama dengan nol (0), sedangkan untuk diatas Rp 50 sampai dengan Rp 
100 dibulatkan ke Rp 100. Biaya administrasi ini dikenakan hanya sekali pada 
saat transaksi dia awal atau pada saat akad. 
Tabel 3 
Penggolongan Pinjaman di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
 
Golongan 
Marhun Bih 
Plafon 
Marhun Bih 
Pembulatan 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
50.000-500.000 
550.000-1.000.000 
1.050.000-2.500.000 
2.550.000-5.000.000 
5.100.000-10.000.000 
10.100.000-15.000.000 
15.100.000-20.000.000 
Diatas 20.000.000. 
2.000 
8.000 
15.000 
25.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
Sumber : Wawancara dengan Ibu Sulastri selaku Teller di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean pada tanggal 10 Januari 2017. 
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b. Tarif Jasa Simpanan (ijarah) 
Adapun untuk tariff jasa simpanan dibedakan menjadi dua yaitu tarif jasa 
simpanan kantong dan tarif jasa simpanan gudang. 
1) Marhun Bih Kantong (berupa emas atau berlian) 
Untuk jenis marhun bih berupa emas maka dikenakan tariff jasa simpanan 
yang dihitung per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan 
taksiran marhun emas sebesar Rp 10.000. 
2) Marhun Gudang 
Untuk marhun gudang ini ada barang-barang elektronik, mesin jahit, 
sepeda dan barang rumah lainnya dan kendaraan bermotor.Untuk marhun 
elektronik yang ditebus maka dikenakan tariff jasa simpanan sebesar Rp 
95 per 10 hari masa penyimpanan dan setiap kelipatan taksiran marhun bih 
sebesar Rp. 10.000.sedangkan untuk marhun kendaraan bermotor yang 
akan ditebus dikenakan tariff jasa simpanan sebesar Rp 100 per 10 hari 
masa penyimpanan dan setiap kelipatan taksiran marhun sebesar Rp. 
10.000. satu hari masa penyimpanan akan dihitung sama dengan 10 hari. 
Tabel 4 
Tarif Jasa Simpanan Marhun Gudang di Unit Pegadaian Syariah  
Ngabean Kartasura 
 
Jenis Marhun Gudang Pembulatan 
Emas dan Berlian 
 
Elektronik, mesin jahit, 
sepeda dan barang rumah 
tangga lainnya 
Kendaraan bermotor (motor 
dan mobil) 
Taksiran/Rp. 10.000 x TE x Jangka 
waktu/10 
Taksiran/Rp. 10.000 x TL x Jangka 
waktu/10 
 
Taksiran/Rp. 10.000 x TM x Jangka 
waktu/10 
Sumber : Brosur Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
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3) Sistem cicilan dan perpanjangan 
Untuk sistem cicilan dan perpanjangan si Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura diserahkan kepada nasabah.nasabah sebenarnya dapat melunasi 
secara langsung atau melakukan sistem pencicilan dengan waktu yang 
telah ditentukan yaitu selama 4 bulan.Akan tetapi jika dalam 4 bulan 
nasabah belum dapat melunasi maka nasabah dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan pelunasan atas marhun bih. Sehingga 
perpanjangan akan dilakukan selama 4 bulan kedepan lagi. Tapi jika 
belum dapat juga melakukan penyelesaian terhadap kewajibannya maka 
Unit Pegdaian Syariah Ngabean akan melakukan pelelangan. 
6. Pelelangan Marhun bih 
Pada Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura apabila rahin tidak dapat 
melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 4 bulan atau setelah diperpanjang 
rahin tidak dapat melunasi maka akan diadakan proses pelelangan terhadap 
marhun bih. Sebelum melakukan proses pelelangan Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura akan memberitahu rahin terhadap pelelangan tersebut baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
Akan tetapi dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura pada saat 
melakukan pelelangan dilakukan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh 
beberapa orang saja dengan harga tertinggi akan tetapi harga dasar telah 
diberitahukan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi unsur 
kerugian dengan ditetapkannya harga minimal barang jamina akan dilelang. 
Namun harga lelang yang ditetapkan dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
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Kartasura ini tidak laku dijual, hal ini dikarenakan calon pembeli dari barang 
jaminan tersebut adalah Unit Pegadaian Syariah Ngabean sendirilah.Ini bertujuan 
untuk menutupi hutang dan biaya dari nasabah lainnya. 
 
4.2.3. Pencapaian yang telah diperoleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura 
 
1. Jumlah nasabah  
  Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura berdiri sejak tahun 2010, yang  
sampai sekarang ini sudah berjalan sekitas 6 tahunan. Di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura sendiri hanya ada 3 orang karyawan, yaitu Ibu Sulastri sebagai 
teller, Ibnu sebagai kasir dan Bapak Risdiarto sebagai satpam. Dan selama berdiri 
sampai pada tahun 2016 Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sudah 
memiliki nasabah kurang lebih sebanyak 2893 orang. Dari jumlah nasabah 
tersebut terdiri dari nasabah Ar-Rum sebanyak 126 orang, Ar-Rahn 2759 orang, 
Ar-Rum Haji sebanyak 6 orang, dan Amanah 2 orang. 
Tabel 5 
Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan 
Nama Produk Jumlah Nasabah Total Pinjaman 
Ar-Rahn 2759 6.807.420.000 
Ar-Rum 126 1.711.340.000 
Amanah 2 113.000.000 
Ar-Rum Haji 6 150.000.000 
Jumlah 
keseluruhan 
2893 8.781.760.000 
Sumber: WA Ibu Sulastri 10 Mei 2017 pada jam 15.35 WIB. 
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2. Jenis barang gadai yang sering digunakan 
Jenis gadai yang paling diminati oleh nasabah di Unit Pegadaian Ngabean 
Kartasura adalah produk Ar-rahn.Dimana mereka menggunakan barang jaminan 
berupa emas dan berlian.Padahal, ar-rah sendiri tidak mengharuskan emas dan 
berlian dijadikan barang jaminan atau barang gadai.Karena sebenarnya barang 
jaminan dapat menggunakan barang elektronik, barang-barang rumah tangga dan 
sebagainya.Akan tetapi banyak nasabah yang menggunakan jaminan emas dan 
berlian yang dianggap mudah. 
Selain itu, pihak Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura juga tidak 
menerima barang jaminan lain selain emas dan berlian pada produk ar-rahn. Ini 
dikarenakan tempat penyimpanan barang jaminan yang tidak ada atau 
keterbatasan tempat dalam menyimpan barang jaminan tersebut. 
 
4.3.Pembahasan  Dan Hasil Analisis 
4.3.1 Pembahasan 
Tabel  6 
Akad yang digunakan 
 
 Fatwa DSN-MUI Praktinya Unit 
Pegadaian Syariah 
Ngabean 
Analisis 
Definisi 
Rahn 
Rahn merupakan 
salah satu akad 
yang digunakan 
dalam salah satu 
bentuk pelayanan 
bagi masyarakat 
dengan syarat 
adanya barang 
yang dapat 
dijadikan jaminan. 
Salah satu landasan 
yang digunakan 
dalam Rahn yaitu 
Dalam praktiknya di 
Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean yaitu setiap 
nasabah yang akan 
melakukan pinjaman 
kepada Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean harus 
membawa barang 
jaminan yang bisa 
ditangguhkan dan harga 
dari barang jaminan 
tersebut sesuai dengan 
jumlah pinjaman yang 
Dalam akad Rahn 
ini 
dapatdisimpulkan 
bahwasanya dari 
Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean 
sudah sesuai 
dengan DSN-MUI. 
Tabel berlanjut… 
56 
 
 
 
firman Allah, 
dalam QS Al-
Baqarah ayat 283 
yaitu,” Dan apabila 
kamu dalam 
perjalanan sedang 
kamu tidak 
nenperoleh seorang 
juru tulis maka 
hendaklah ada 
barang tanggungan 
yang dipegang..”. 
Dengan, salah satu 
landasan ini maka 
gadai atau rahn 
dapat dilakukan 
apabila ada barang 
tangguhan atau 
barang jaminan 
yang dapat 
dijadikan jaminan. 
diajuka kepada pihak 
Pegadaian Syariah. 
Definisi 
Qard 
Qard adalah salah 
satu akad 
perjanjian dalam 
transaksi pinjam-
meminjam dana 
tanpa imbalan 
dengan kewajiban 
mengembalikan 
pokok pinjamannya 
saja secara berkala 
atau diangsur atau 
dapat juga secara 
langsung. 
Dalam praktiknya di 
Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
sudah menetapkan tariff 
dari qard itu sendiri. 
Untuk qard itu sendiri 
di Unit Pegadaian 
Syariah masuk dalam 
tariff administrasi atau 
biaya administrasi yang 
hanya dikenakan dalam 
satu kali yaitu diawal. 
 
Definisi 
ijarah 
Ijarah adalah salah 
satu akad yang 
digunakan dalam 
suatu transaksi 
sewa-menyewa 
yang membolehkan 
barang jaminan 
dimanfaatkan 
dengan membayar 
sewa sesuai 
persetujuan keua 
belah pihak. 
Dalam praktiknya di 
Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
untuk akad ijarah atau 
akad sewa tempat telah 
ditentukan besarannya 
atau tariff ijarahnya. 
Jadi setiap nasabah 
yang meminjam ke Unit 
Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
akan dikenakan tariff 
ijaraoh atau sewa 
tempat. 
 
Lanjutan tabel 6 
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Tabel 7 
Sistem Prosedur dan Pemberian Pinjaman 
 
Fatwa DSN-MUI Praktiknya Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
Analisis 
Salah satu hal  yang 
perlu diperhatikan 
dalam hal Prosedur dan 
pemberian pinjaman 
yaitu nasabah harus 
datang atau hadir. Ini 
dimaksudkan agar 
dalam melakukan 
perjanjian dapat 
terbuka dan apabila 
nantinya ada yang tidak 
setuju atau kurang 
setuju dapat diambil 
jalan tengah sehingga 
kedua pihak dapat 
sama-sama menerima 
isi dari perjanjian 
tersebut. Selain itu 
lebih baik jika pada 
saat melakukan 
perjanjian tersebut ada 
beberapa orang untuk 
dijadikan saksi. Dan 
untuk mengenai syarat-
syarat yang kadang di 
tentukan oleh suatu 
lembaga keuangan 
diperbolehkan selama 
itu tidak memberatkan 
dari nasabah. 
Untuk penerapan sistem prosedur dan 
pemberian pinjaman di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura dibedakan 
sesuai dengan produk yang diambil 
oleh nasabah.  
1. Produk Ar-Rahn 
a. Nasabah datang ke Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura untuk mengisi 
formulir permintaan pinjaman 
dengan menggunakan produk 
Ar-Rahn. Selain itu nasabah 
juga membawa barang jaminan 
yang akan di jadikan sebagai 
barang gadai atau marhun bih 
dan fotocopy kartu identitas diri 
seperti Kartu Tanda Penduduk 
atau KTP. 
b. Petugas Pegadaian akan 
memberikan barang gadai atau 
marhun bih kepada petugas 
penaksir , guna mengetahui 
apakah nominal barang tersebut 
sesuai dengan jumlah pinjaman 
yang diajukan atau tidak. 
c. Setelah melakukan penaksiran 
atas barang gadai tersebut maka 
petugas penaksir memberikan 
nominal barang gadai tersebut 
kepada petugas pegadaian. 
dengan ketentuan besarnya 
marhun bihharus lebih besar 
dari marhun atau pinjaman 
yaitu 90%. 
d. Apabila disepakati besarnya 
pinjaman antara nasabah dan 
pihak pegadaian .maka nasabah 
menandatangani akad dan 
formulir yang dijadikan bukti 
peminjaman nasabah kepada 
pihak pegadaian. setelah itu 
Maka dapat 
disimpulkan 
bahwasanya 
Unit Pegaaian 
Syariah 
Ngabean 
Kartasura 
dalam hal 
sistem dan 
prosedur 
pemberian 
pinjaman 
kepada 
nasabah sudah 
sesuai dengan 
fatwa DSN-
MUI. 
Tabel berlanjut… 
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piahak memberikan pinjaman 
secara tunai kepada nasabah. 
Syarat-syarat Ar-Rahn yaitu: 
1) Fotocopy identitas diri ( 
KTP, SIM dan lain-lain.) 
2) Barang yang akan 
digadaikan. 
3) Membayar biaya 
administrasi dan biaya jasa 
simpanan dan 
pemeliharaan barang 
jaminan. 
2. Produk Ar-Rum 
a. Nasabah datang ke Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean 
untuk mengisi formulir produk 
pembiayaan Ar-Rum. Selain 
mengisi formulir, nasabah juga 
melampirkan dokumen-
dokumen usaha, agunan atau 
jaminan, serta dokumen 
pendukung lainnya yang 
berhubungan dengan usaha 
yang dimiliki oleh nasabah. 
b. Setelah itu petugas pegadaian 
akanmemeriksa dokumen-
dokumen yang dilampirkan 
oleh nasabah terkait dengan 
usaha dan barang jaminan atau 
barang gadai yang diserahkan 
kepada pihak pegadaian. selain 
itu, petugas pegadaian akan 
melakukan survey tehadap 
usaha yang dimiliki nasabah. 
survey ini terkait kelayakan 
tentang usaha tersebut dan 
barang jaminan atau barang 
gadai. 
c. Setelah melakukan survey dan 
dianggap telah memenuhi 
persyaratan yang diminta oleh 
petugas pegadaian dan barang 
gadai telah sesuai dengan 
jumlah marhun yang diminta 
oleh nasabah. maka, nasabah 
akan melakukan penandatangan 
Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel 7 
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akad produk Ar-Rum, 
kemudian pihak pegadaian akan 
memberikan pembiayaan atau 
pencairan pembiayaan yang 
diminta oleh nasabah. 
3. Produk Amanah 
a. Foto copy Kartu Tanda 
Pengenal di perusahaan atau 
instansi yang bersangkutan. 
b. Foto copy Kartu Tanda 
Penduduk atau KTP (suami/istri 
jika telah berkeluarga). 
c. Foto copy Kartu Keluarga atau 
KK. 
d. Foto copy Surat Keputusan 
Pengangkatan sebagai pegawai 
tetap yang telah dilegalisr. 
e. Slip gaji selam 2 bulan terakhir 
yang asli. 
f. Surat kuasa pemotongan gaji 
atau penghasilan. 
g. Mengisi dan menandatangani 
form alikasi pembiayaan 
produk Amanah di Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean. 
 
 
Tabel 8 
Barang Jaminan 
 Fatwa DSN-MUI Praktiknya Unit 
Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
Analisisnya 
Barang 
Jaminan 
Barang jaminan 
dibedakan menjai 
dua yaitu barang 
bergerak dan 
barang tidak 
bergerak. Barang 
bergerak disin 
seperti emas dan 
berlian, kendaraan 
bermotor, dan 
barang elektronk 
dan alat-alat 
dalam brosur di Unit 
Pegaaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
bahwasannya barang 
yang bisa dijadikan 
jaminan adalah barang 
bergerak. Dalam hal ini 
barang bergerak 
dibedakan menjadi dua 
jenis yaitu barang 
kantong atau marhun 
kantong dan barang 
Untuk barang 
jaminan di Unit 
Pegadaian 
Syariah 
Ngabean 
Kartasura belum 
sesuai dengan 
yang 
dikehendaki 
oleh fatwa 
DSN-MUI. Ini 
dapat dilihat 
Lanjutan tabel 7 
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rumah tangga. gudang atau marhun 
gudang. Barang kantong 
atau marhun kantong 
berupa perhiasan, 
sedangkan untuk marhun 
gudang atau barang 
gudang berupa alat-alat 
elektronik. 
Dalam praktiknya di 
lapangan bahwasannya 
barang yang dapat 
dijadikan jaminan diUnit 
Pegadaian Syariah 
Ngabean mayoritas 
menggunakan barang 
jaminan berupa emas dan 
berlian, yang 
prosentasinya mencapai 
95%. Dan yang 
menggunakan barang 
gudang hanya 5%. Selain 
itu, juga adanya sistem 
cluster atau barang 
jaminan yang bukan 
berupa emas dan berlian 
harus dilakukan di 
Pegadaian Syariah 
Cabang. Ini dikarenakan 
kurangnya tempat di Unit 
Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
dari prakteknya 
yang terjadi 
dilapangan 
dengan yang 
tertera dibrosur 
yang berbeda. 
 
Tabel 9 
Pemanfaatan Dana Pinjaman 
 
Fatwa DSN-
MUI 
Praktiknya Unit 
Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
Analisisnya 
Pemanfaatan 
Dana 
Pinjaman 
Bahwasannya 
pemanfaatan dari 
dana pinjaman 
yang diajukan 
oleh nasabah 
haruslah jelas 
seperti untuk 
modal usaha atau 
Untuk pemanfaatan dana 
pinjaman yang diajukan 
oleh nasabah pihak 
pegadaian syariah 
,khususnya Unit 
Pegadaian Syariah 
Ngabean belum  begitu 
melakukan pengawasan 
 
Lanjutan tabel 8 
Tabel berlanjut… 
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untuk yang 
lainnya. Ini 
dimaksudkan 
untuk sesuai 
dengan syariah 
islam dan tidak 
melenceng dari 
ajaran islam. 
Karena dana 
pinjaman yang 
diterima oleh 
nasabh tidak 
boleh 
disalahgunakan 
untuk 
kepentingan 
yang 
bertentangan 
dengan syariah 
islam. 
samapai sedetail 
mungkin. Pertama 
sebelum nasabah 
disetujui akan pinjaman 
tersebut, nasabah harus 
mengisi formulir atau 
secarik kertas yang berisi 
tentang pemanfaatan 
barang tersebut. Di 
dalam kertas tersebut 
atau formulir tersebut ada 
beberapa pilihan untuk 
pemanfaatan dana dari 
nasabah antara lain 
keperluan pendidikan, 
perdagangan, pertanian, 
perumahan dan lain-lain. 
Hal tersebut guna 
sekedar pemenuhan 
laporan kepada 
Departemen Keuangan, 
tanpa ada pengawasan 
yang lebih detail lagi dari 
pihak pegadaian 
 
 
Tabel 10 
Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Jaminan 
 
Ftawa DSN-MUI 
Praktiknya Unit 
Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
Analisisnya 
Pemeliharaan 
dan 
Penyimpanan 
Barang 
Jaminan 
Pemeliharaan dan 
penyimpanan 
Marhun pada 
dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, 
namun dapat juga 
menjadi 
kewajiban 
Murtahin , 
sedangkan biaya 
dan pemeliharaan 
penyimpanan 
Marhun tidak 
Di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean 
pemeliharaan dan 
penyimpanan Marhun 
atau barang jaminan 
menjadi kewajiban 
Pihak pegdaian atau 
Murtahin untuk 
menjaga dan merawat 
hal barang tersebut. 
Semua biaya 
pemeliharaan akan 
menjadi seutuhnya 
Dari pernyataan 
tersebut dan 
dilihat dari 
praktiknya maka 
dapat 
disimpulkan 
bahwasannya 
untuk biaya 
pemeliharaan 
dari marhun di 
Unit Pegadaian 
Syariah 
Ngabean sudah 
Lanjutan tabel 9 
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boleh ditentukan 
bedasarkan 
jumlah pinjaman. 
milik Rahin atau 
nasabah tersebut.  
Dalam Praktiknya di 
Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
dalam hal pemeliharaan 
dan penyimpanan dari 
barang jaminan atau 
marhun adalah 
seutuhnya milik pihak 
pegadaian. Kecuali, 
untuk biaya 
pemeliharaan dari 
barang jaminan atau 
marhun menjadi 
tanggungan Rahin atau 
nasabah. Untuk biaya 
pemeliharaan dan 
penyimpanan dari 
barang jaminan ini 
tergantung pada lama 
pinjaman bukan pada 
besar kecil nya dari 
pinjaman. Jadi, di Unit 
Pegadaian Syariah tidak 
menentukan untuk tariff 
dari biaya pemeliharaan 
dari marhun. 
sesuai dengan 
fatwa DSN-
MUI. 
 
Tabel 11 
Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan 
 
Fatwa DSN-MUI 
Praktek Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean 
Kartasura 
Analisisnya 
Penjualan 
dan 
Pelelangan 
Barang 
Jaminan 
Dalam fatwa DSN-
MUI dijelaskan ada 
beberapah hal yang 
mengakibatkan 
penjualan dari 
marhun atau 
pelelangan marhun 
antara lain: 
a. Apabila 
jatuh tempo, 
Murtahin 
Di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean akan 
melakukan pelelangan 
terhadap barang jaminan 
atau marhun apabila tidak 
dapat melunasi hutag atau 
pinjamannya jika sudah 
jatuh tempo. 
Dalam praktiknya untuk 
pelelangan dari marhun di 
Unit Pegadaian Syariah 
Untuk 
pelelangan dari 
marhun yang 
ada di Unit 
Pegadain 
Syariah 
Ngabean 
Kartasura dari 
proses 
pelelangan 
sudah 
Tabel berlanjut… 
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harus 
memperinga
tkan Rahin 
untuk segera 
melunasi 
hutangnya. 
b. Apabila 
Rahin tetap 
tidak dapat 
melunasi 
hutang 
tersebut 
maka 
dengan 
terpaksa 
marhun atau 
barang 
jaminan 
akan 
dilelang 
guna 
menutupi 
hutang dari 
rahin. 
c. Hasil 
penjualan 
akan 
digunakan 
untuk 
menutup 
hutang atau 
pinjaman 
dari rahin. 
Dan apabila 
dari 
penjualan 
tersebut 
masuk sisa 
maka akan 
di kembalika 
kepada 
rahin.  
Ngabean Kartasura terjadi 
apabila Rahin tidak dapat 
melunasi hutang kepada 
murtahin dan sudah jatuh 
tempo pelunasan. Maka 
murtahin atau pihak 
pegadaian akan 
melakukan 
pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada rahin dan 
kemudian melakukan 
pelelangan jika memang 
rahin sudah tidak mampu 
membayar. Pelelangan 
dilakukan oleh 3-4 orang 
yang sudah dipilih oleh 
Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura yang 
sudah dianggap layak. 
Terkadang juga 
pelelangan dilakukan oleh 
orang dari pegadaian itu 
sendiri yang ertujuan 
untuk menutup hutang 
atau pinjaman tersebut 
agar pihak pegadaian 
tidak mengalami 
kerugian, 
memenuhi dari 
fatwa DSN-
MUI. Namun, 
dalam 
eksekusinya ada 
bebrapa hal 
yang belum atau 
kuarang sesuai 
dengan ketentun 
dari DSN-MUI. 
Seperti, 
pelelangan yang 
dilakukan 
dengan orang 
dalam dari 
pegadaian itu 
sendiri yang 
tujuannya hanya 
untuk melunasi 
pinjaman dari 
nasabah, dengan 
begitu tanpa 
disadari tidak 
adanya 
permintaan dan 
penawaran yang 
sesuai dengan 
harga pasar saat 
itu. 
 
 
Lanjutan tabel 11 
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4.3.2. Pembahasan Analisis Data 
1. Dari Segi Akad 
 Dilihat dari akad yang digunakan menurut wawancara dengan salah satu 
pihak Unit Pegadaaian Syariah Ngabean Kartasura menuturkan bahwa akad yang 
digunakan secara keseluruhan dari produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian 
adalah akad tabarru‟ dan akad tijarah.Di dalam akad tabarru‟ ini Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura menggunakan dua bentuk akad khusus yang sifatnya 
meminjamkan uang atau jasa yaitu Qard dan Rahn.Sedangkan, untuk akad tijarah 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura menngunakan akad sewa-menyewa 
yaitu akad Ijarah. 
 Dilihat dari segi akad yang digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah qard, 
rahn, dan ijarah.Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 yang 
menjelaskan bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi di Pegadaian 
Syariah adalah Akad Qard, Rahn, dan Ijarah. 
2. Dari Segi Prosedur Pemberian Pinjaman. 
 Salah satu prosedur yang wajib diterapkan di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura apabila nasabah ingin melakukan pinjaman dengan 
menggunakan salah satu produk , baik produk ar-Rahn, ar-Rum , dan Amanah 
yaitu nasabah harus datang ke Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura. 
Kedatangan nasabah pada saat awal akad atau perjanjian ini sangat penting.Ini 
bertujuan untuk mengetahui kesepakatan yang tertera antara nasabah dan Unit 
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Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura.Selain itu juga guna melihat keadaan dari 
marhun bih atau barang jaminan nasabah. 
 Selain nasabah harus datang sendiri ke Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura, nasabah harus mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura dan menyerahkan syarat-syarat dari 
pinjaman seperti barang jaminan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau KTP, 
fotocopy Kartu Keluarga atau KK. Selain persyaratan tersebut ada beberapa 
persyaratan lainnya yang ditekankan dari masing-masing produk pemberian 
pinjaman. 
 Hal yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 yang menyebutkan 
bahwa dalam melakukan transaksi pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada 
nasabah, pihak Pegadaian harus bertemu secara langsung dengan nasabah atau 
nasabah harus datang ke outlet Pegadaian.Kedatangan nasabah secara langsung ke 
Pegadaian dimaksudkan agar dalam perjanjian atau akad tersebut ada bukti tertulis 
dan lebih baik lagi jika ada saksi yang menyaksikan perjanjian atau akad 
tersebut.Untuk syarat-syarat yang dibebankan oleh pihak Pegadaian hanyalah 
untuk data kelengkapan nasabah atas pengajuan pinjamannya. 
 Maka dapat disimpulkan bahwasannya Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura untuk prosedur pemberian pinjaman dari produk ar-Ruahn, AR-Rum, 
dan Amanah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002.Walaupun, 
dalam fatwan DSN-MUI tidak menyebutkan adanya syarat-syarat seperti yang 
diminta oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura dari setiap 
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produknya.Namun, persyaratan itu guna untuk data dari Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura.Selain itu, syarat yang diajukan oleh Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura tidak memberatkan dari pihak nasabah. 
3. Barang Jaminan 
 Sesuai dengan yang ditulis di brosur Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura yang menyebutkan untuk barang jaminan berupa emas, berlian, barang 
elektronik, kendaraan bermotor dan alat rumah tangga.Akan tetapi untuk barang 
jaminan berupa barang elektronik, kendaraan bermotor dan lainnya langsung 
dicluster ke Pegadaian Cabang.Ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI 
No.25/III/2002 yang menyebutkan semua barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.Di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura pun 95% nasabah menggunakan emas dan berlian sebagai 
barang jaminan yang paling dominan. Dan 5% barang jaminan berupa kendaraan 
bermotor (motor dan mobil), kamera , laptop, dan handphone. 
4. Pemanfaatan Dana Pinjaman 
 Untuk pemanfaatan dana pinjaman di Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura, nasabah diberikan selembar kertas yang berisikan tentang pemnfaatan 
uang pinjaman , diantaranya yaitu untuk keperluan perdagangan, pendidikan, 
pertanian, perumahan, kesehatan, dan industri. Namun hal tersebut hanya sebagai 
proses identifikasi yang digunakan nantinya untuk laporan ke Departemen 
Keuangan. Dan tidak berpengaruh pada diterima atau tidaknya pengajuan 
pinjaman yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan produk ar-Rahn, ar-
Rum, ataupun Amanah. 
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 Jadi, untuk pemanfaatan dari dana pinjaman yang diberikan oleh Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura ini tidak ditinjau sampai sedetail mungkin 
atau tidak sampai dikondisikan dengan realitas penggunaan dan pinjaman ini 
dilapangan oleh nasabahnya. Sehingga dari Unit Pegaaian Syariah Ngabean 
Kartasura tidak mempedulikan lagi dari pemnfaatan dana pinjaman yang dipinjam 
oleh nasabah. 
 Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang akan bertentangan dengan fatwa 
DSN-MUI No.25/III/2002. Dimana fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwasannya 
pemanfaatan dari dana pinjaman oleh nasabah haruslah jelas, tidak boleh 
disalahgunakan yang bertentangan dengan syariah islam seperti judi, pembelian 
barang-barang haram, praktik riba dan lain-lain. pemanfaatan dana pinjaman harus 
ditinjau apakah sesuai dengan yang dikatakan nasabah pada saat akad atau 
perjanjian atau malah disalahgunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk 
pemanfaatan dana pinjaman yang ada di Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002. 
5. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Jaminan 
 Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura dalam pemeliharaan barang 
jaminan dilakukan secara teliti.Untuk pemeliharaan barang jaminan ini pihak Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura membebankan biaya pemeliharaan 
terhadap barang jaminan kepada nasabah. Untuk tariff pemeliharaan barang 
jaminan ini sesuai dengan masa penyimpanan dari barang jaminan tersebut. 
Sedangkan untuk pemanfaatan barang jaminan pihak Unit Pgadaian Syariah 
Ngabean Kartasura tidak menggunakan barang jaminan tersebut tanpa seiizin dari 
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pemilik barang tersebut.Adapun fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwasanya 
Pegadaian Syariah dapat menentukan tariff dari pemeliharaan barang jaminan 
tersebut.Akan tetapi bukan dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah atau 
rahin, melainkan sesuai dengan masa penyimpanan barang jaminan tersebut.Maka 
dapat disimpulkan bahwasanya untuk pemanfaatan dan pemeliharaan barang 
jaminan khususnya di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sudah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI. 
6. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan 
 Untuk proses penjualan atau pelelangan barang jaminan di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura dari produk ar-Rahn, ar-Rum, dan Amanah adalah 
sama tidak adanya perbedaan. Penjualan atau pelelangan barang jaminan ini  
bertujuan untuk melunasi kewajiban atau hutang rahin kepada murtahin atau pihak 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura khususnya. 
 Untuk proses penjualan atau pelelangan barang jaminan yang dilakukan 
oleh Unit Pegadaian Syariah yaitu sesuai dengan keputusan pihak manajemen 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura bahwa proses penjualan atau 
pelelangan dari barang jaminan dilakukan secara tertutup yang terdiri dari 3-4 
orang. Dimana pihak pembeli tersebut merupakan orang dari Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura itu sendiri yang dnilai mampu dan baik.Ini bertujuan 
agar barang jaminan tersebut dapat terjual dan dapat menutup hutang atau 
pinjaman dari nasabah sehingga tidak ada kekurangan terhadap pelunasan hutang 
tersebut. 
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 Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwasannya murtahin atau 
pihak pegadaian harus memberitahukan sebelumnya kepada rahin mengenai jatuh 
tempo pinjamannya dan apabila rahin tetap tiak dapat melunasi hutang atau 
pinjamannya maka barang tersebut akan dilelang, hasil penjualan dari barang 
jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman dari rahin dan 
apabila ada kelebihan ataupun kekurangan maka akan dikembalikan lagi kepada 
rahin. 
 Untuk proses dari penjualan atau pelelangan barang jaminan yang ada di 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sebenarnya sudah memenuhi dari 
fatwa DSN-MUI. Namun, ada beberapa hal yang masih kurang sesuai seperti jika 
pembelian barang jaminan hanya dilakukan oleh orang dalam dari Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura maka tidak akan terjadi harga yang sesuai dengan 
harga pasar. Ini dikarenakan tujuannya hanya untuk melunasi pinjaman atau 
hutang dari nasabah agar tidak terjadi kerugian. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Unit Pegadaian Syariah 
Kartasura yang berkaitan dengan Analisis Mekanisme Produk Pinjaman di 
Pegadaian Syariah. Maka penulis menyimpulakan dari hasil penelitiannya sebagai 
berikut: 
1. Dilihat dar berbagi segi diantaranya akad yang digunakan di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura pada produk yang ditawarkan diantaranya Ar-rum. 
Ar-rahn, dan Amanah, barang jaminan, dan pemeliharaan barang jaminan 
rahin sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002.  
2. Dilihat dari segi prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa 
yang ditetapkan DSN-MUI akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih 
perlu dibenahi. Sedangkan untuk pemanfaatan dana pinjaman ini perlu adanya 
peninjau secara maksimal atau sedetail mungkin dari Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean kepada nasabah. karena untuk pemanfaatan dana pinjaman ini Unit 
Pegadaian Syariah hanya menanyakan secara lisan dan menggunakan secarik 
kertas guna menggetahui dari pemanfaatan dana pinjaman ini. padahal dalam 
fatwa DSN-MUI untuk pemanfaatan dana pinjaman ini harus adanya 
pengawasan semaksimal mungkin sehingga tidak digunakan untuk hal-hal 
yang sifatnya negative atau dilarang oleh syariah islam. 
Ditinjau dalam hal pelelangan marhun bih atau barang jaminan dari rahin, 
sebenarnya dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean kurang sesuai dengan ketentuan 
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dari DSN-MUI.Ini dikarenakan pelelangan kadang terjadi dan dilakukan oleh 
pihak dari dalam itu sendiri bukan pihak dari luar. Sehingga jika seperti itu maka 
barang jaminan tidak akan sesuai dengan harga pasar. Maka pelelangan tersebut 
akan lebih condong pada pelunasan hutang dari rahin itu sendiri dan menutupi 
kerugian dari pihak pegadaian itu sendiri. 
Ditinjau dari keseluruhan mekanisme operasional dari produk pinjaman yang 
ditawarkan khususnya pada produk Ar-Rum, Ar-Rahn, dan Amanah masih ada 
beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti prosedur pemberian pinjaman 
dari masing-masing produk, pelelangan dari barang jaminan, batas dari 
pembayran marhun bih atau barang jaminan. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Mekanisme 
Produk Pinjaman di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura, maka ada 
beberapa sarang yang ingin disampaikan, diantaranya sebagai berikut, yaitu: 
1. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dalam hal 
praktek muamalah yang sesuai dengan Syari‟ah islam. Dengan SDM yang 
memiliki pengetahuan yang cukup dan berkompeten dapat meningkatkan 
kinerja dan daya saing dengan lembaga keuangan syariah lainnya. 
2. Unit Pegadain Syariah Ngabean Katasura sebaiknya lebih memperluas kantor 
gadainya supaya lebih dapat meningkatkan kinerja dari pihak pegadaian. 
selain itu juga dapat meningkatkan penyimpanan dari barang jaminan 
sehingga dapat menampung berbagai jenis dari barang jaminan yang 
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diserahkan oleh rahin. Dari peluasan kantor ini juga dapat menambah jumlah 
nasabah yang ingin melakukan transaksi muamalah secara syariah islam. 
3. Untuk Unit Pegadaian Syariah Ngabean Syariah supaya lebih menambah 
produk yang di miliki. Seperti adanya pembiayaan gadai untuk usaha 
produktif dengan menggunakan skim bagi hasil sehingga dapat menambah 
produktifitas dari Pegadaian Syariah dan keuntungan dari Pegadaian Syariah 
yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya yang dapat menunjang 
kemajuan dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura. 
4. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-
undang (UU) yang mengatur ruang lingkup dari Pegadaian Syariah. karena 
selama ini Peraturan Pemerintah atau undang-undang masih mengarah kepada 
Pegadaian Konvensional. Sehingga dari Pegadaian Syariah sendiri masih 
banyak dari operasional atau peraturannya yang masih sesuai dengan 
konvensional dan belum benar-benar sesuai dengan syariah islam. 
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LAMPIRAN 2 
FATWA 
DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 
Tentang 
RAHN 
Dewan Syariah Nasional setelah, 
1. Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 
menjadi kebutuhanmasyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang 
sebagai jaminan utang 
b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan 
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, 
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari‟ah, 
Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan 
pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. 
2. Mengingat : a. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283: 
               
                     
   
 
“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
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kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 
persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia 
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak 
percaya mempercayai. 
 
b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari „Aisyahr.a., ia berkata: 
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang 
dari seorang Yahudi, danNabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” 
c. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan IbnuMajah dari Abu Hurairah, 
Nabi s.a.w. bersabda: 
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilikyang menggadaikannya.Ia 
memperoleh manfaat danmenanggung resikonya." 
d. Hadits Nabi riwayat Jama‟ah, kecuali Muslim dan al-Nasa‟i, Nabi s.a.w. 
bersabda: 
"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan bolehdinaiki dengan menanggung 
biayanya dan binatangternak yang digadaikan dapat diperah susunya 
denganmenanggung biayanya.Orang yang menggunakankendaraan dan memerah 
susu tersebut wajibmenanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." 
e. Ijma 
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1985, V: 181). 
f. Kaidah Fiqih 
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukankecuali ada dalil yang 
mengharamkannya. 
Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain: 
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a. Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’)bahwa secara garis besar 
akad rahn (gadai/penjaminanutang) diperbolehkan 
b. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadaisecara penuh sepanjang 
tidak mengakibatkanberkurangnya (nilai) barang gadai tersebut. 
c. Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapatbahwa penerima gadai 
tidak boleh memanfaatkanbarang gadai sama sekali . 
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari‟ah Nasionalpada hari Kamis, 14 
Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002dan hari Rabu, 15 Rabi‟ul Akhir 1423 H. / 
26 Juni 2002. 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan  : FATWA TENTANG RAHN 
Pertama  : Hukum 
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 
sebagaijaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan 
denganketentuan sebagai berikut. 
Kedua   : Ketentuan Umum 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak 
untukmenahan Marhun (barang) sampai semua utang 
Rahin(yang menyerahkan barang) dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik 
Rahin.Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh 
dimanfaatkan olehMurtahin kecuali seizin Rahin, 
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dengan tidak menguranginilai Marhun dan 
pemanfaatannya itu sekedar penggantibiaya 
pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada 
dasarnyamenjadi kewajiban Rahin, namun dapat 
dilakukan jugaoleh Murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaanpenyimpanan tetap menjadi kewajiban 
Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
Marhuntidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah 
pinjaman. 
5. Penjualan Marhun 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin 
harusmemperingatkan Rahin untuk segera 
melunasiutangnya. 
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi 
utangnya,makaMarhun dijual paksa/dieksekusi 
melaluilelang sesuai syariah. 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk 
melunasiutang, biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan yangbelum dibayar serta biaya 
penjualan. 
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d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin 
dankekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 
Ketiga   : Ketentuan Penutup 
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannyaatau jika terjadi perselisihan di antara 
kedua belah pihak,maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui BadanArbitrase Syari‟ah setelah tidak tercapai 
kesepakatanmelalui musyawarah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
denganketentuan jika di kemudian hari ternyata 
terdapatkekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimanamestinya. 
Ditetapkan di   : Jakarta 
Pada Tanggal   : 15 Rabi‟ul Akhir 1423 H 
26 Juni 2002 M 
 
DEWAN SYARI‟AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 
Ketua,        
 Sekretaris, 
 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh   Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 
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LAMPIRAN 3 
DAFTAR PERTANYAAN UNIT PEGADAIAN SYARIAH NGABEAN 
KARTASURA 
Assalammualaikum Warrahmatullohi Wabarokatuh 
Saya memohon dengan sangat, agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dibawah 
ini sekiranya dapat dijawab dan dijelaskan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura guna melengkapi data-data penelitian kami.Atas jawabannya 
dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
1. Produk apa saja yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
khususnya dalam hal pemberian pinjaman kepada nasbah atau 
masyarakat? 
2. Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman ke Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura ( pada produk Ar-Rahn, Amanah, 
Ar-Rum) ? 
3. Berapakah jumlah dari masing-masing nasabah dari produk Ar-Rahn, 
Amanah, Ar-Rum di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura? 
4. Bagaimanakah prosedur teknis dari pengajuan produk Ar-Rahn, Amanah, 
Ar-rum di Unit d Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura? 
5. Akad apa saja yang digunakan di setiap produk di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura khususnya pada produk Ar-Rahn, Amanah, Ar-Rum? 
6. Apa sajakah yang dapat dijadikan barang jaminan atau barang gadai pada 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura (dari yang paling dominan 
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hingga yang jarang digunakan sebagai barang gadai atau barang jaminan) 
? 
7. Bagaimanakah pengawasan dari pemanfaatan dana yang diajukan oleh 
nasabah ke Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura ? 
8. Bagaimanakah pemanfaatan barang jaminan dan pemeliharaan barang 
jaminan atau barang gadai serta tariff pemeliharaan dari barang jaminan 
tersebut di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura? 
9. Bagaimanakah proses pelelangan dari barang jaminan atau barang gadai di 
Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura? 
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LAMPIRAN 4 
DAFTAR JAWABAN UNIT PEGADAIAN SYARIAH NGABEAN 
KARTASURA 
1. Produk yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura 
khususnya dalam hal pemberian pinjaman 
a. AR-RAHN ( GADAI SYARIAH) 
Ar-Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-
prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya 
administrasi dan ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang 
jaminan). Unit Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai 
sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan 
menentramkan. 
b. AR-RUM 
Produk Ar-Rum merupakan salah satu produk yang digunakan untuk 
memfasilitasi pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para 
nasabah Unit Pegadaian Syariah Ngabean yang menganut prinsip 
syariah dan didasarkan atas kelayakaan usaha. 
c. AMANAH 
Pembiayaan yang ditawarkan kepada para pegawai negeri sipil dan 
karyawan swasta guna kepemilikan kedaraan bermotor. 
1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah guna mengajukan pinjaman 
pada produk Ar-Rahn, Ar-Rum, dan Amanah: 
a. Persyaratan yang diperlukan pada produk Ar-Rahn adalah : 
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 Fotocopy identitas diri atau Kartu Tnda Penduduk (KTP) 
 Membawa barang yang akan dijadikan barang jaminan atau 
barang gadai 
 Apabila barang jaminan berupa kendaraan bermotor maka 
harus membawa surat kendaraan bermotor atau BPKB. 
b. Persyaratan yang diperlukan pada produk Ar-Rum adalah: 
 Fotocopy identitas diri seperti KTP, SIM dan lain-lain. 
 Membawa barang yang akan dijadikan jaminan atau barang 
gadai 
 Fotocopy kartu keluarga atau KK 
 Fotocopy Surat Bukti Usaha 
c. Persyaratan yang diperlukan pada produk Amanah adalah: 
2. Jumlah masing- masing nasabah dari ketiga produk tersebut yaitu  
NO PRODUK JUMLAH 
NASABAH 
1 Ar-Rahn 2642 
2 Ar-Rum 115 
3 Amanah 1 
 
3. Prosedur teknis dari pengajuan produk Ar-Rahn, Ar-Rum, Amanah 
a. Prosedur pemberian pinjaman untuk produk Ar-Rahn 
 Nasabah datang sendiri ke Unit Pegadaian Syariah Kartasura 
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 Nasabah mengisi form permintaan pengajuan pinjaman Ar-
Rahn 
 Nasabah menyerahkan form permintaan pengajuan pinjaman 
Ar-Rahn yang telah diisi dan disertai dengan persyaratan dari 
pengajuan pinjaman pada produk Ar-Rahn ( kartu identitas, 
barang yang dijadikan jaminan) 
 Setelah itu petugas penaksir dari pihak pegadaian akan 
menaksir agunan yang diserahkan. 
 Apabila gunan yang diserahkan sesuai dengan jumlah pinjaman 
yang diajukan oleh nasabah maka setelah itu nasabah akan 
menandatanganin kesepakatan antara pihak pegadaian dan 
nasabah dan akad yang digunakan dalam produk tersebut. 
b. Prosedur memperoleh pinjama dengan menggunakan produk Ar-Rum 
 Tidak jauh beda dengan produk Ar-Rahn yaitu terlebih dahulu 
mengisi form pembiayaan Ar-Rum. 
 Melampirkan surat-surat yang berhubungan dengan usaha 
yang dijalankan, dokumen tentang identitas nasabah dan usaha 
lainnya, barang yang dijadikan jaminan atau agunan atas 
pinjaman yang diajukan di Pegadaian. 
 Setelah itu nanti petugas dari Pegadaian akan memeriksa 
dokumen yang dilampirkan dari dokumen yang berhubungan 
dengan usaha sampai dokumen tentang dokumen data diri 
nasabah. 
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 Setelah memeriksa keabsahan dokumen nasabah, maka 
petugas Pegadaian melakukan survey terhadap usaha yang 
dijalankan oleh nasabah. Survey ini salah satunya dilihat dari 
jenis usahanya sesuai dengan syari‟ah islam atau tidak. Selain 
itu, juga menaksir besaran barang jaminan atau agunan yang 
diserahkan oleh nasabah. 
 Setelah semuanya memenuhi syarat dengan yang ditetapkan 
oleh Pegadaian dan survey  akan usahanya memenuhi 
persyaratan maka nasabah akan menandatangani kesepakatan 
dengan pihak Pegadaian. 
 Setelah penandatanganan kesepakatan maka Pegadaian akan 
mencairkan dana atau pinjaman yang diajukan oleh nasabah 
sesuai dengan besaran jaminan atau barang gadai yang di 
serahkan di Pegadaian. 
c. Prosedur memperoleh pinjaman dengan menggunakan produk 
Amanah: 
4. Akad yang digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean khususnya 
pada produk Ar-Rahn, Ar-Rum, dan Amanah: 
Pada Unit Pegadaian Syariah Ngabean secara garis besar menggunakan dua 
akad yaitu akad Tabbarru‟ dan akad Tijaroh.Akad Tabbarru‟ adalah suatu akad 
perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau non profit sharing.Dimana 
pihak Pegadaian tidak boleh meminta imbalan atau fee kepada nasabah melainkan 
hanya boleh meminta biaya dan pengeluaran materi pada saat penandatangan akad 
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atau kesepakatan.Pada dasarnya untuk akad tabbarru‟ ini dari Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean lebih memfokuskan pada penggunaan akad qard dan rahn. 
Sedangkan untuk akad tijarroh adalah akad yang digunakan dalam transaksi 
bisnis, dalam akad ini lebih memperhatikan untung dan rugi secara material atau 
untuk akad tijaroh ini ada beberapa pertimbangan yang dilakukan ole Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean pada saat melakukan kesepakatan dengan akad 
ini.Akad Tijaroh ini lebih condong pada akad yang bersifat sewa menyewa. 
Dimana pada akad ini akan dikenakan biaya penyimpanan akan barang yang 
dijadikan jaminan atau barang gadai. Untuk Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
lebih focus pada akad Ijarah. 
5. Barang yang dapat dijadikan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean baik dari yang paling dominan sampai yang jarang digunakan 
untuk agunan atau barang jaminan: 
Untuk barang jaminan atau gadai yang paling dominan di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean adalah emas dan berlian yang mencapai 95% sedangkan untuk 
barang gudang seperti motor, mobil, laptop, dan barang elektronik lainnya hanya 
5%. Dari prosentase barang gudang yang hanya 5% saja ini dikarenakan banyak 
nasabah lebih merasa praktis apabila ingin menggadaikan barang berupa emas 
atau berlian saja.Selain itu, dari pihak Unit Pegadaian Syariah Ngabean juga 
jarang menerima barang gudang gudang dikarenakan untuk tempat penyimpanan 
nya belum memadai. 
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6. Pemanfaatan dana nasabah dan besarnya tariff pada Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura adalah sebagai berikut : 
Pemanfaatan marhun bih oleh nasabah di Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura,sebelumnya nasabah diberikan selembar kertas yang digunakan Unit 
Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura megetahui fungsi dari dana atau pinjaman 
yang diajukan oleh nasabah. Di dalam form tersebut berisikan, diantaranya untuk 
keperluan perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan dan 
industry. Selain itu ini digunakan untuk mengetahui penggunaan marhun bih agar 
tidak melenceng dari syariah agama islam. Akan tetapi untuk pengawasan lebih 
lanjut dari marhun bih tersebut dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean tidak 
melakukan pengawasan yang lebih jauh.Ini dikarenakan tidak memungkinkannya 
pengawasan tersebut karena nasabah yang cukup banyak dan yang lainnya. 
7. Tariff biaya yang diterapkan pada barang jaminan di Unit Pegadaia 
Syariah Ngabean: 
1. Tariff biaya administrasi (Qardhul Hasan) 
Biaya administrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi 
marhun bih ditetapkan sebesar Rp 50 untuk setiap kelipatan 
marhun bih Rp 5000 untuk semua golongan marhun bih. Biaya 
administrasi ini dikenakan hanya sekali pada saat akad. Adapun 
untuk golongan marhun bih dan biaya administrasi sebagai berikut: 
 
Penggolongan Pinjaman di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura 
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Golongan 
Marhun Bih 
Plafon 
Marhun Bih 
Pembulatan 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
50.000-500.000 
550.000-1.000.000 
1.050.000-2.500.000 
2.550.000-5.000.000 
5.100.000-10.000.000 
10.100.000-15.000.000 
15.100.000-20.000.000 
Diatas 20.000.000. 
2.000 
8.000 
15.000 
25.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
 
2. Tariff jasa simpanan (Ijarah) 
Untuk tariff simpanan pada Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
Kartasura dibedakan menjadi tariff jasa simpanan kantor dengan 
tariff jasa simpanan gudang, yaitu 
a. Marhun Kantong  
Untuk jenis marhun bih berupa emas maka dikenakan tariff jasa 
simpanan yang dihitung per 10 hari masa penyimpanan untuk 
setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp 10.000. 
b. Untuk marhun gudang ini ada barang-barang elektronik, mesin 
jahit, sepeda dan barang rumah lainnya dan kendaraan 
bermotor. Untuk marhun elektronik yang ditebus maka 
dikenakan tariff jasa simpanan sebesar Rp 95 per 10 hari masa 
penyimpanan dan setiap kelipatan taksiran marhun bih sebesar 
Rp. 10.000. sedangkan untuk marhun kendaraan bermotor yang 
akan ditebus dikenakan tariff jasa simpanan sebesar Rp 100 per 
10 hari masa penyimpanan dan setiap kelipatan taksiran 
90 
 
 
 
marhun sebesar Rp. 10.000. satu hari masa penyimpanan akan 
dihitung sama dengan 10 hari. 
Tarif Jasa Simpanan Marhun Gudang di Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean Kartasura 
 
Jenis Marhun Gudang Pembulatan 
Emas dan Berlian 
 
Elektronik, mesin jahit, sepeda 
dan barang rumah tangga lainnya 
Kendaraan bermotor (motor dan 
mobil) 
Taksiran/Rp. 10.000 x TE x 
Jangka waktu/10 
Taksiran/Rp. 10.000 x TL x 
Jangka waktu/10 
Taksiran/Rp. 10.000 x TM x 
Jangka waktu/10 
 
8. Proses pelelangan barang jaminan yang ada di Unit Pegadaian Syariah 
Ngabean Kartasura adalah sebagai berikut: 
Pada umumnya sama dengan pegadaian yang lain apabila jatuh tempo maka 
akan diadakan pelelangan terhada barang jaminan tersebut guna untuk menutupi 
kewajiban atau hutang dari nasabah kepada pihak pegadaian. Pada Unit Pegadaian 
Syariah Ngabean akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang 
dijadikan barang gadai di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura apabila 
nasabha tidak dapat melunasi pinjaman setelah adanya perpanjangan masa jatuh 
tempo yaitu 4 bulan pertama. Apabila sudah diperpanjang nasabah masih tetap 
tidak dapat melunasi pinjamannya maka pihak pegadaian akan melakukan proses 
pelelangan tersebut sesuai dengan izin nasabah juga. 
Untuk proses plelangan yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean 
besrsifat tertutup atau hanya beberapa orang saja yang dipilih dan dirasa mampu 
dan mau terhadap barang yang akan dilelang tersebut. Terkadang juga barang 
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yang dilelang juga di beli oleh pegawai dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean ini 
bertujuan agar tidak terjadi kerugian yang terlalu banyak dan dana yang dipinjam 
dapat cepat kembali sehingga dapat digunakan untuk yang lainnya. Dan 
digunakan untuk meminimalisir unsure kerugian dengan diterapkannya harga 
minimal barang jaminan yang akan dilelang. 
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LAMPIRAN 5 
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